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Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pembatasan hak 
konstitusional warga negara dalam penggunaan internet yang belum 
selaras dan proporsional dengan perlindungan hak asasi manusia, 
khususnya hak persamaan dalam hukum, hak kebebasan mengeluarkan 
pendapat, dan hak memperoleh informasi. Pilihan tema tersebut dilatar 
belakangi oleh adanya pelanggaran dalam pembatasan penggunaan 
internet di Indonesia. Pelanggaran pembatasan tersebut, telah diputus 
melalui Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT. 
 
Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian mencoba merumuskan dua 
masalah yang dikaji yaitu bagaimana tanggung jawab negara terhadap 
pembatasan penggunaan internet di Indonesia dan pembatasan terhadap 
hak konstitusional warga negara dalam penggunaan internet pasca 
penetapan Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT. 
 
Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode 
pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum 
primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dianalisis menggunakan 
teknik analisis deskriptif untuk membahas persoalan hukum yang diteliti. 
 
Dalam pembahasan, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan 
yang ada, bahwa tanggung jawab negara Indonesia terhadap pembatasan 
hak penggunaan internet telah diatur melalui berbagai peraturan 
perundang-undangan hak asasi manusia yang menjadi dasar bagi negara 
sebagai pemanggu kewajiban untuk melakukan tindakan agar terhindar 
dari tindakan kesewenang-wenangan. Namun meskipun begitu, 
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pembatasan hak penggunaan internet sampai saat ini masih rentan. Hal ini 
dikarenakan banyaknya masalah dalam peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan pembatasan penggunaan internet. Bahkan masih 
belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail 
mengenai tata kelola internet. Sehingga sampai saat ini pemerintah masih 






Anggina Sarah, Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, 
June 2021, Restriction of Constitutional Rights of the Citizens to access the 
Internet (An analysis of Decision Number 230/G/TF/2019/PTUN-JKT), Dr. 
Dhia Al-Uyun, SH., MH., Ria Casmi Arrsa SH., MH.  
 
This research observes the incongruence of the restriction of constitutional 
rights of the people to access the Internet with Human Rights Protection, 
especially in terms of the equality before the law, the right to express ideas, 
and the right to obtain information by referring to the violation and 
restriction of Internet use in Indonesia, as outlined in the Decision Number 
230/G/TF/2019/PTUN-JKT.  
 
With the above issue, this research is more focused on the following 
research problems: what liability is held by the State regarding the 
restriction of the citizens’ right to access the Internet in Indonesia and how 
is this restriction of the citizens’ constitutional right to use the Internet put 
in place following the Decision Number 230/G/TF/2019/PTUN-JKT.  
 
With a normative juridical method, statutory, case, and conceptual 
approaches, this research collected primary, secondary, and tertiary data, 
which were further analysed by using descriptive analysis technique.  
 
The research reveals that this restriction is regulated in laws and 
regulations concerning human rights as a reference for the State to take 
some measures in case of arbitrariness. However, this restriction of the 
right to access the Internet is a bit uncertain due to several issues in the 
legislation regarding Internet use. The absence of vivid regulations 
regarding Internet management has also left the government with no full 






 PENDAHULUAN  
 
1.1.  Latar Belakang Masalah 
 Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer 
satu sama lain menggunakan standar sistem global Transmission Control 
Protocol atau Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran 
sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar 
informasi meski dalam jarak yang jauh.1 Sedangkan dalam istilah digital, 
situs adalah sekumpulan konten, sering kali terdiri atas beberapa halaman, 
yang dikelompokkan dalam domain yang sama.2 Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa situs internet merupakan sekumpulan konten yang 
dituangkan melalui jaringan yang mempertembungkan satu komputer 
dengan komputer yang lainnya sebagai alat komunikasi jarak jauh. 
 Situs internet yang biasa juga disebut sebagai situs website telah 
tersebar di seluruh internet dengan jumlah yang sangat besar. Penggunaan 
situs internet juga berkembang seiring dengan majunya teknologi. Fitur, 
fungsi, dan jenis situs internet yang berbeda-beda biasanya disesuaikan 
dengan kebutuhan dan maksud masing-masing pemilik situs internet 
tersebut. Mesin pencarian, sosial media, blog, e-commerce, dan sejumlah 
jenis-jenis lainnya merupakan bentuk situs internet yang ada sampai saat 
ini. 
 Pengguna internet di Indonesia selalu mengalami kenaikan setiap 
tahunnya. Apalagi pada masa pandemi COVID-19, dimana hampir seluruh 
aktivitas berjalan dengan metode daring. Hingga saat ini pengguna internet 
di Indonesia telah  mencapai angka 175,4 juta orang.3  
                                                        
1 CloudHost, 2017, Pengertian dan Perbedaan dari Internet dan Intranet (online), 
https://idcloudhost.com/pengertian-dan-perbedaan-dari-internet-dan-intranet/ (8 September 2020). 
2 Google Domains, Pengenalan Istilah Web (online), https://domains.google/intl/id_id/learning-
center/web-terms-101/ (8 September 2020). 
3 Kumparan TECH, 2020, Riset: 64% Penduduk Indonesia Sudah Pakai Internet (Online), 
https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-




Gambar 1. Data Pengguna Internet di Indonesia4 
 Tingginya angka pengguna internet di Indonesia, membuat 
pemerintah harus beradaptasi dalam membuat peraturan perundang-
undangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi undang-undang pertama yang 
mengatur mengenai cyber law di Indonesia. Pasal 40 ayat 2a dan 2b 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
berbunyi: 
(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan 
penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau 
memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk 
melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. 
Kedua pasal di atas menegaskan adanya kewenangan untuk melakukan 
penutupan akses terhadap konten internet yang melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan oleh pemerintah. Sayangnya mengenai 
                                                        
4 We Are Social, 2020, Digital:2020 Indonesia (online), https://datareportal.com/reports/digital-
2020-indonesia (10 September 2020). 
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pelaksanaan pasal-pasal tersebut sampai saat ini belum ada ketentuan 
baku yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah.  
 Pemblokiran situs internet diatur dalam Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan 
Situs Internet Bermuatan Negatif. Pasal 4 berbunyi: 
(1) Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu: 
a. pornografi; dan 
b. kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(2) Kegiatan ilegal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari 
Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Selain kementerian dan lembaga pemerintah, Pasal 5 ayat (3) menjelaskan 
bahwa lembaga penegak hukum dan atau lembaga peradilan juga dapat 
meminta pemblokiran situs bermuatan negatif sesuai dengan 
kewenangannya kepada Direktur Jenderal. 
 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan 
pemblokiran terhadap lebih dari satu juta situs internet bermuatan negatif. 
Sesuai dengan Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014, 
pemblokiran situs internet bermuatan negatif oleh pemerintah dilakukan 
demi melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi 
memberikan dampak negatif atau merugikan.  
 Namun, meskipun begitu masih terdapat banyak pro maupun 
kontra dalam pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi 
dan Informatika. Di antaranya mengatakan bahwa kebijakan pemerintah 
dalam melakukan pemblokiran situs bermuatan negatif melanggar hak 
asasi manusia. Terlebih lagi saat ini, internet merupakan instrumen yang 
paling penting dalam pemenuhan hak mengeluarkan pendapat dan 
memperoleh informasi. 
 Salah satu alasannya merupakan definisi kepentingan umum yang 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tersebut yang masih menimbulkan 
perdebatan. Kepentingan umum yang dimaksud dalam pasal tersebut bisa 
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memunculkan penafsiran yang luas dan dapat ditafsir berdasarkan 
keperluan masing-masing orang. Sehingga, sangat diperlukan untuk 
membuat batasan yang jelas mengenai maksud dari kalimat kepentingan 
umum dan potensi dampak negatif atau merugikan tersebut. 
 Sebenarnya sebagian pemblokiran situs internet bermuatan negatif 
yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika  didasarkan 
atas laporan masyarakat, sebagaimana tertulis dalam Pasal 5 ayat (4) 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 
19 Tahun 2014. Tetapi proses pemblokiran masih memunculkan 
kekhawatiran, terlebih lagi aturan tersebut belum didukung dengan 
Standar Operating Procedure (SOP) yang dibakukan dalam bentuk 
peraturan tetap. Sehingga memunculkan dugaan kewenangan tersebut 
dapat disalahgunakan oleh pemerintah. 
 Kemudian definisi kegiatan ilegal yang diatur juga dipandang terlalu 
luas dan multitafsir, sehingga berpotensi merugikan hak asasi warga 
negara Indonesia. Meskipun dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b menyebutkan 
“kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan” namun dalam ayat (2), dijelaskan bahwa kegiatan ilegal yang 
dimaksud adalah kegiatan yang ilegal yang pelaporannya berasal dari 
kementerian atau lembaga pemerintah yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu definisi 
kegiatan ilegal lainnya dipandang terlalu luas. Padahal seharusnya kegiatan 
ilegal harus dapat dibuktikan bahwa hal tersebut merupakan bentuk 
pelanggaran hukum, yang berarti kegiatan tersebut terdapat dalam 
rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pengesahan Undang-Undang Cipta 
Kerja telah memicu protes besar di setidaknya 18 provinsi di Indonesia. 
Terdapat ribuan orang yang turun ke jalanan melakukan demo maupun 
mengungkapkan protes melalui media sosial. Bahkan terdapat beberapa 
akun twitter yang diblokir oleh pemerintah Indonesia karena menyuarakan 
protes terkait penolakan terhadap omnibus law, diantaranya adalah akun 
twitter yang bernama @FaksiRakyatID dan @bersihkan_indo. Kedua akun 
tersebut diblokir sesaat setelah konferensi pers peluncuran temuan atas 
dalang di balik sahnya omnibus law. Tentunya hal ini mengambil banyak 
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perhatian masyarakat. Terlebih di negara demokrasi, menjadi pertanyaan 
apakah menyuarakan protes maupun pendapat terhadap suatu peraturan 
hukum termasuk ke dalam definisi kegiatan ilegal. 
 Peraturan mengenai kebijakan konten yang bermuatan negatif 
harus dilandasi dengan asas ketepatan, transparansi, dan akuntabel. 
Seharusnya, dalam melakukan pemblokiran, harus dilalui proses hukum 
terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa memang terjadi pelanggaran 
peraturan perundang-undangan, bukan hanya berdasarkan laporan dan 
pemantauan semata, terkecuali untuk hal-hal yang mendesak atau secara 
jelas merupakan pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat luas. 
 Karena sesuai dengan asas presumption of innocent, semua orang 
dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum 
tetap menyatakan bahwa ia bersalah. Kemudian Pasal 28D ayat (1) UUD 
1945 juga mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan 
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 
yang sama dihadapan hukum. Jika dianalogikan dengan situs-situs internet 
yang melanggar ketentuan hukum, maka seharusnya pemblokiran internet 
juga harus melalui proses hukum yang berkeadilan. Sehingga pembatasan 
hak asasi manusia dapat terlihat jelas dan adil, sesuai dengan pembatasan 
yang ditetapkan dalam undang-undang. 
 Selain itu, pada tahun 2019, jaringan internet di sebagian wilayah 
Papua sempat diblokir. Hal ini dilakukan dengan alasan banyaknya 
penyebaran berita bohong. Tidak hanya pembatasan akses internet, juga 
dilakukan pemutusan akses secara menyeluruh di Provinsi Papua dan 
Papua Barat yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada tanggal 21 
Agustus sampai 4 September 2019.Permasalahan yang terjadi memberikan 
dampak kerugian nyata yang dialami oleh media, masyarakat luas, dan 
bahkan pemerintah daerah. Karena pembatasan akses internet juga 
memengaruhi sistem pelayanan secara elektronik.  
 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah menyatakan 
bahwa Presiden Joko Widodo bersama dengan Kementerian Komunikasi 
dan Informatika terbukti bersalah atas tindakan pemblokiran jaringan 
internet di Papua pada tahun 2019 lalu. Pemblokiran akses internet yang 
dilakukan bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan 
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dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Sehingga dalam 
Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT disebutkan bahwa tindakan 
pemerintahan tersebut telah melanggar ketentuan hukum. 
 Sebelum insiden pemutusan akses internet di Papua, juga terjadi 
kerusuhan di wilayah Jakarta pada tanggal 21 sampai dengan 22 Mei 2019. 
Hal ini mengakibatkan pemerintah mengambil tindakan pembatasan akses 
terhadap beberapa media sosial. Kebijakan tersebut diambil dengan tujuan 
untuk menekan beredarnya berita bohong dan mencegah kekacauan. 
 Tidak hanya di Indonesia, pembatasan internet juga terjadi di 
sejumlah negara. Swiss dan Perancis juga melakukan pembatasan media 
sosial. Pemerintah Perancis telah membentuk undang-undang yang 
mewajibkan penyelenggara media sosial menghapus ujaran kebencian 
dalam waktu 24 jam. Aturan hukum ini memunculkan kekhawatiran 
terhadap penyalahgunaan kekuasaan pemerintah dalam melakukan 
pembatasan internet. 
 Bahkan di Swiss, menggunakan fitur like pada unggahan Facebook 
dapat dianggap sebagai bentuk pencemaran nama baik, dengan alasan 
penyebaran informasi di unggahan tersebut. Hal ini disebutkan dalam 
putusan pengadilan di Swiss terkait kasus perselisihan antara para aktivis 
hak hewan melalui media sosial Facebook. Tentunya putusan ini menuai 
banyak komentar dan dianggap memperumit batasan antara hak dan 
kewajiban warga negara satu sama lain. 
 Pemblokiran di negara-negara Eropa sering kali diperlakukan 
dengan cara yang sama, namun cara-cara ini terbagi menjadi dua model 
pemblokiran. Pertama, terdapat negara-negara di wilayah Eropa yang telah 
memiliki aturan hukum yang secara khusus ditujukan untuk pemblokiran 
konten internet. Biasanya aturan hukum itu memuat mengenai dasar 
hukum yang membenarkan pemblokiran, lembaga yang memiliki 
kompetensi untuk mengambil tindakan pemblokiran, dan prosedur tetap 
yang harus diikuti. 
 Kedua, ada negara yang tidak memiliki aturan khusus mengenai 
masalah pemblokiran. Karena tidak adanya aturan hukum yang spesifik, 
beberapa negara akhirnya menggunakan aturan hukum umum yang ada 
untuk melakukan pemblokiran terhadap konten yang dianggap melanggar 
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hukum. Hal ini dialami oleh negara-negara seperti Jerman, Austria, 
Belanda, Inggris, Irlandia, Polandia, Republik Ceko, dan Swiss.  
 Sementara itu, pemerintah di berbagai negara Asia dikatakan lebih 
menguasai internet. Bahkan disebutkan bahwa kebebasan menggunakan 
internet di Asia telah mencapai titik terendah pada tahun 2019. Melihat 
penurunan global dalam kebebasan internet yang dinilai oleh Freedom on 
the Net 2019: The Crisis of Social Media, selama setahun terakhir, internet 
menjadi kurang bebas di berbagai negara Asia.  
 Sebagian negara di Asia telah memiliki aturan pemblokiran, namun 
aturan inilah yang dianggap bisa melanggar Hak Asasi Manusia. Sedangkan 
jika kita bandingkan di wilayah Eropa, khususnya negara anggota Uni 
Eropa, kemerdekaan berekspresi wajib dijaga dalam konstitusi. Sehingga 
walaupun masih terdapat kasus pemblokiran, jaminan Hak Asasi Manusia 
dalam penggunaan internet lebih terlindungi. 
 Penggunaan internet selalu akan berkaitan dengan pemenuhan 
jaminan hak asasi warga negara. Karena internet dipandang sebagai 
instrumen yang penting dalam memenuhi hak atas kebebasan berpendapat 
dan memperoleh informasi. Oleh karena itu dalam membuat regulasi 
mengenai pembatasan atau kontrol penggunaan internet, harus tunduk 
dalam cakupan pengaturan mengenai jaminan hak-hak tersebut. 
 Indonesia sendiri mengakui jaminan Hak Asasi Manusia terhadap 
kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi. Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia 
mengakui jaminan hak mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28E ayat (3) 
dan memperoleh informasi dalam Pasal 28F. Tentunya hak-hak tersebut 
tetap memiliki batasan. Sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan 
bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang 
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 
 Peraturan mengenai pemblokiran situs internet bermuatan negatif 
berpotensi menjadi ancaman serius bagi pemenuhan jaminan hak atas 
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kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi warga negara. 
Walaupun sebenarnya pemblokiran juga memiliki tujuan yang baik, namun 
apabila salah sasaran, hal ini tentunya akan menjadi pelanggaran hak asasi 
manusia. 
 Tulisan ini akan menganalisis mengenai pembatasan hak 
konstitusional warga negara dalam penggunaan internet. Karena dalam 
menyusun regulasi untuk pemblokiran situs internet, pemerintah harus 
selaras dan proporsional dengan perlindungan hak asasi manusia, 
khususnya hak persamaan dalam hukum, hak kebebasan mengeluarkan 
pendapat, dan hak memperoleh informasi. Sehingga penelitian ini 
diperlukan untuk mengetahui tanggung jawab negara, serta jaminan 
pemenuhan hak konstitusional warga negara terkait pembatasan 
penggunaan internet yang terjadi di Indonesia, serta analisis Putusan 
Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT. 
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Bagaimana perlindungan atas 
kebebasan berpendapat yang 
diatur dalam Undang-Undang 
No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi 
Elektronik dalam perspektif 
HAM ? 
Tabel 1.Orisinalitas Penelitian 
Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian diatas dengan 
penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut. 
1. Penulis membahas terkait pemblokiran situs online berbasis 
radikalisme, sedangkan penelitian ini membahas mengenai seluruh 
jenis pemblokiran situs online. 
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2. Penulis membahas terkait kebijakan pemblokiran dari sudut 
pandang penanggulangan kejahatan, sedangkan penelitian ini 
membahas terkait kebijakan pembatasan penggunaan internet dari 
sudut pandang hak konstitusional warga negara. 
3. Penulis membahas terkait perlindungan kebebasan internet melalui 
media internet, sedangkan penelitian ini membahas terkait 
pembatasan hak konstitusional warga negara dalam penggunaan 
internet. 
 
1.3.  Rumusan Masalah 
1. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap pembatasan 
penggunaan internet di Indonesia? 
2. Bagaimana pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara 
dalam penggunaan internet pasca penetapan Putusan Nomor 
230/G/TF/2019/PTUN-JKT? 
 
1.4.  Tujuan Penelitian 
Penelitian skripsi ini ditujukan untuk: 
1. Menganalisis tanggung jawab negara terhadap pembatasan 
penggunaan internet di Indonesia; dan 
2. Menganalisis pembatasan hak konstitusional warga negara dalam 
penggunaan internet pasca penetapan Putusan Nomor 
230/G/TF/2019/PTUN-JKT. 
 
1.5.  Manfaat Penelitian 
 Dari tujuan-tujuan di atas, penyusunan dan pembahasan penulisan 
hukum ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis dan praktis, 
sebagai bagian integral bagi kalangan akademisi hukum, yakni: 
1. Manfaat Teoritis: 
Perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab 
negara dan hak konstitusional warga negara dalam pembatasan 
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penggunaan internet diharapkan dapat menjadi manfaat dari hasil 
penelitian ini. 
2. Manfaat Praktis: 
a. Pemerintah 
Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah 
khususnya aparat penegak hukum dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya secara manusiawi dan berkeadilan 
sehingga dapat melakukan perubahan paradigma dalam 
memenuhi jaminan hak konstitusional warga negara. 
b. Dewan Perwakilan Rakyat 
Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Dewan 
Perwakilan Rakyat agar menjalankan fungsi legislasi sesuai 
dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi 
jaminan hak konstitusional warga negara, sehingga dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya yang terkait dengan  hak 
konstitusional warga negara dalam penggunaan internet 
dapat berjalan dengan adil. 
c. Perguruan Tinggi 
Dapat menjadi rekomendasi akademis bagi perguruan tinggi 
yang ingin meneliti atau mengetahui mengenai hak 
konstitusional warga negara dan tanggung jawab negara 
dalam hal pembatasan penggunaan internet. 
d. Penyedia Jasa Internet 
Dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan baru 
terhadap penyedia jasa internet mengenai hak 
konstitusional warga negara dan tanggung jawab negara 
dalam hal pembatasan penggunaan internet, sehingga 
penelitian ini dapat membantu pihak-pihak yang mungkin 
mengalami hal serupa atas masalah yang diteliti. 
e. Pegiat Hak Asasi Manusia 
Dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan terhadap 
pegiat hak asasi manusia mengenai hak konstitusional 
warga negara dan tanggung jawab negara dalam hal 
pembatasan penggunaan internet, sehingga penelitian ini 
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dapat membantu pihak-pihak yang mungkin mengalami hal 
serupa atas masalah yang diteliti. 
f. Bagi Pengguna Media Internet 
Dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan terhadap 
pengguna media internet mengenai hak konstitusional yang 
dimiliki terkait dengan penggunaan media internet dan 
pembatasan-pembatasannya, sehingga penelitian ini dapat 
memberikan pemahaman mengenai bagaimana hak-hak 
yang dimiliki oleh pengguna media internet dapat 









2.1.  Negara Hukum 
 Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-
baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat 
pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-
sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara 
hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi 
oleh undang-undang (state the not governed by men, but by laws). Karena 
itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh 
negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada 
segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.5 
 Negara hukum dalam perkembangannya senantiasa dikaitkan 
dengan konstitusi negara, terutama dalam hal pengaturan dan penegasan 
tentang pembatasan kekuasaan negara untuk menjamin kemerdekaan dan 
perlindungan hak-hak dasar warga negara. Esensi dari negara berkonstitusi 
adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Atas dasar itu, 
keberadaan konstitusi dalam suatu negara merupakan conditio sine qua 
non (kemutlakan). 6 
 Menurut Sri Soemantri, tidak ada satupun negara di dunia ini yang 
tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar, karena negara dan 
konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan.7 Dengan 
demikian dalam batas-batas minimal, negara hukum identik dengan negara 
yang berkonstitusional atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai 
aturan utama kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan 
kemasyarakatan.8 
 Budiono Kusumohamidjojo mengemukakan bahwa pada babak 
sejarah sekarang, sukar untuk membayangkan negara tidak sebagai 
                                                        
5 Abdul Mukthie Fadjar, Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum, Setara Press, Malang, 
2016, hlm 6. 
6 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 
2016, hlm 86-87. 
7 Soemantri Sri. M., Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bulan Bintang, Bandung, 
1992, hlm 3. 
8 Ridwan. H.R., Hukum Administrasi Negara, Grafindo, Jakarta, 2006, hlm 20. 
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negara hukum.9 Setiap negara yang tidak mau dikucilkan dari pergaulan 
masyarakat internasional menjelang abad XXI paling sedikit secara formal 
akan memaklumkan dirinya sebagai negara hukum. Hukum juga telah 
menjadi aturan permainan untuk menyelesaikan segala macam 
perselisihan, termasuk juga perselisihan politik dalam rangka mencapai 
kesepakatan politik. Dengan demikian, hukum tidak mengabdi kepada 
kepentingan politik sektarian dan primordial, melainkan kepada cita-cita 
dalam kerangka kenegaraan.10 
 Oleh karena itu dapat kita ketahui, bahwa negara hukum sifatnya 
adalah membatasi segala kegiatan yang dianggap dapat merugikan warga 
negaranya. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara 
hukum. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang ada di 
Indonesia dibentuk dengan tujuan melindungi hak- hak warga negara dari 
tindakan pemerintah yang tidak adil.  
 
2.2.  Hak Konstitusional 
 Berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik yang 
mengkaji tentang ruang lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme) 
biasanya terdiri dari anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) yang tunduk 
pada hukum, jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan 
yang bebas dan mandiri, dan pertanggungjawaban kepada rakyat 
(akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.11 
Sedangkan, hak konstitusional memiliki ruang lingkup yang lebih sempit 
yang hanya berlaku dalam hukum positif suatu negara. Kemudian 
perkembangan hak asasi manusia di tingkat internasional juga memberi 
dorongan bagi pengakuan keberadaannya di tingkat nasional sebagai hak 
konstitusional.12 
                                                        
9 Kusumohamidjojo Budiono, Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban yang Adil, Grasindo 
Jakarta, 2004, hlm 147. 
10 Dachran Busthami, Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di 
Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 
Tembalang, 2017, hlm 336 – 342. 
11 Dahlan Thaib, dkk., Teori dan Hukum Konstitusi, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2008. hlm 2. 
12 I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran 
Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 131. 
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 Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 
hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, 
dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya, 
yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada 
diri setiap pribadi manusia.13 Hak-hak yang melekat tersebut kemudian 
harus dijamin oleh suatu negara. 
 Hak asasi manusia dalam konstitusi sebuah negara memiliki arti dan 
peran yang penting dalam rangka menciptakan keseimbangan antara 
penyelenggaraan kekuasaan dalam negara dan perlindungan hak-hak 
dasar warga negara.14 Salah satu fungsi konstitusi adalah sebagai guardian 
of fundamental rights.15 Pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri, 
terutama yang termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, pada 
pokoknya berasal dari rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang 
Hak Asasi Manusia yang kemudian isinya menjadi materi Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, untuk 
memahami konsepsi tentang hak-hak asasi manusia itu secara lengkap dan 
historis, ketiga instrumen hukum UUD 1945, TAP MPR Nomor 
XVII/MPR/1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
tersebut dapat dilihat dalam satu kontinum.16 
 Hak konstitusional memiliki perbedaan dengan hak legal. Hak 
konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945, 
sedangkan hak-hak hukum (legal rights) timbul berdasarkan jaminan 
undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya 
(subordinate legislations)17 Menurut Jimly Assidiqie hak konstitusional yang 
                                                        
13 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, makalah disajikan dalam Lecture 
Peringatan 10 Tahun KontraS. Jakarta, 26 Maret 2008, hlm 6. 
14 Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, hlm 
74. 
15 Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, Padjadjaran Jurnal 
Ilmu Hukum, Volume 3, Fakultas Hukum Unpad, Sumedang, 2016, hlm 456. 
16 Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum 
Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 21 – 30. 
17 Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2, Konstitusi Press, Jakarta, , 
2006, hlm 134. 
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diatur dalam UUD 1945 dapat terbagi ke dalam beberapa kelompok, 
diantaranya adalah sebagai berikut.18 
1) Kelompok hak- hak sipil 
2) Kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya 
3) Kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan  
4) Kelompok yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dan 
kewajiban asasi manusia 
Hak-hak dan kebebasan tersebut ada yang tercantum dalam UUD Tahun  
 1945 dan  ada pula yang tercantum hanya dalam undang-undang tetapi  
 memiliki kualitas yang sama pentingnya secara konstitusional sehingga 
dapat  disebut memiliki constitutional importance yang sama dengan yang 
disebut eksplisit dalam UUD Tahun 1945.19 
 
2.3.  Tanggung Jawab Negara 
 Pengertian tanggung jawab negara jika merujuk pada Dictionary of 
Law adalah obligation of a state to make reparation arising from a failure 
to comply with a legal obligation under international law.20 Dari rumusan 
tersebut tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk 
melakukan perbaikan (reparation) yang timbul ketika suatu negara 
melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan 
hukum internasional. Sedangkan tanggung jawab negara dalam Black’s 
Law Dictionary hanya terdapat pengertian tanggung jawab secara sempit 
yaitu answerability or accountability.21  
 Sugeng Istanto memberikan pengertian terhadap tanggung jawab 
negara dengan menggunakan istilah pertanggungjawaban negara. 
Menurutnya pertanggungjawaban negara adalah kewajiban negara 
memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang 
terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang 
                                                        
18 Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum 
dan HAM, Cetakan Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 220 – 223. 
19 Muhmin Muhammad, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep 
Constitutional Importance, Meraja Journal, Volume 1, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Al-Gazali, 
Barru, 2018, hlm 35. 
20 Elizabeth A Martin (Ed), A Dictionary of Law, Oxford University Press, New York, 2002, hlm 477. 
21 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Edisi Kesepuluh, Claitors Pub Division, New York, , 
2014, hlm 211. 
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mungkin ditimbulkan.22 Tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan 
sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-
apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang 
berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.23  
 Andi Hamzah mengatakan bahwa tanggung jawab adalah suatu 
keharusan bagi seseorang atau negara untuk melaksanakan apa yang telah 
diwajibkan untuknya. Terdapat dua istilah yang harus mendapat perhatian 
dalam pertanggungjawaban negara, yaitu responsibility dan liability. Kedua 
istilah ini sering digunakan untuk menunjuk pada maksud yang sama. 
Perbedaannya adalah bahwa istilah responsibility digunakan untuk 
kewajiban (duty), atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran 
sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu, sedangkan liability 
digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau 
kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi 
suatu standar tertentu.24 
 
2.4.  Bentuk Tanggung Jawab Negara 
 Kekuasaan negara selalu berkaitan dengan tanggung jawab. 
Tanggung jawab hampir selalu ada dalam kekuasaan. Negara merupakan 
pengemban tanggung jawab utama untuk melindungi, menghormati, dan 
memenuhi akses agar terpenuhinya hak asasi manusia. Ketika negara telah 
meratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional, berarti negara telah 
mengikat dirinya secara hukum untuk menjalankan kewajiban dalam 
melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia. Di bawah 
hukum internasional, pemerintah telah berkomitmen pada diri mereka 
sendiri untuk melindungi warga negaranya dari kejahatan yang bisa 
dilakukan oleh pihak lain di dalam wilayah hukum mereka. Perserikatan 
Bangsa-Bangsa merekomendasikan untuk memenuhi kewajiban dengan 
                                                        
22 F. Sugeng Istanto, Hukum Internasional, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm 77. 
23 Nur Fatimah, 2019, Pengertian Tanggung Jawab, Tujuan, Jenis dan Contohnya (online), 
https://pelayananpublik.id/2019/08/13/pengertian-tanggung-jawab-tujuan-jenis-dan-contohnya/ 
(22 September 2020). 
24 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
1986, hlm 393. 
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melakukan tindakan pencegahan, penyelidikan, dan penghukuman atas 
pelanggaran melalui regulasi dan pengadilan.25  
 Aturan hukum yang dibuat oleh setiap negara inilah yang kemudian 
menjadi instrumen yang paling penting dalam menjembatani jaminan hak 
asasi manusia yang ada di dalam hukum internasional. Dalam hal ini, 
negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membuat, serta 
mematuhi aturan-aturan hukum tersebut. Kewajiban dan tanggung jawab 
negara dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia bisa dilihat 
dalam tiga bentuk, yaitu sebagai berikut: 
a. Melindungi 
Negara mempunyai tanggung jawab utama untuk melindungi 
warga negaranya baik yang tinggal dalam yurisdiksi wilayahnya 
maupun yang tinggal di luar wilayah yurisdiksi negara yang 
bersangkutan. Dalam memberikan perlindungan, negara harus 
bertindak aktif untuk melaksanakan tindakan demi menangkal 
pelanggaran hak asasi manusia. 
b. Menghormati 
Negara harus menghormati hak asasi manusia dengan tidak ikut 
campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan 
hak-haknya. Negara berkewajiban untuk tidak melakukan 
tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari 
seluruh hak asasi. Kewajiban negara dalam penghormatan 
terhadap hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 
kewajiban langsung (immediate obligations) dan kewajiban 
progresif (progressive obligations). Kewajiban langsung negara 
terhadap hak asasi manusia seringkali diwujudkan dalam bentuk 
proses yuridis, sementara kewajiban progresif adalah kewajiban 
yang bisa ditanggalkan apabila kekurangan sumber daya 
penunjang.26  
                                                        
25 Global Compact Network Indonesia, Prinsip Dasar Tanggung Jawab HAM Negara (online), 
https://bisnisdanham.id/pemerintah-prinsip-dasar-tanggung-jawab-ham-negara/ (27 Oktober 
2020). 
26 Christanugra Philip, Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia 
Menurut Hukum Internasional, Lex Administratum, Volume IV, Universitas Sam Ratulangi, 




Negara memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-
langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan 
lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi warga 
negaranya. Jika negara tidak mau atau tidak punya keinginan 
untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, pada saat 
itulah negara tersebut bisa dikatakan telah melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia. Jika pelanggaran tersebut tidak 
mau dipertanggung jawabkan oleh negara, maka tanggung jawab 
itu akan diambil alih oleh masyarakat internasional. Peran negara 
dalam menjamin dan memenuhi semua hak yang ada dalam 
instrumen hak asasi manusia tidak memiliki perbedaan signifikan. 
Semua hak wajib untuk dijamin dan dipenuhi, tanpa melihat jenis 
hak tersebut. Negara juga dapat bersifat aktif (dengan intervensi) 
maupun pasif (dengan non-intervensi), tergantung konteks seperti 
apa yang dihadapi. Pemenuhan hak asasi manusia oleh negara 
pada dasarnya sangat bergantung pada komitmen dan kemauan 
politik pemerintah. Disamping itu, pemenuhan tersebut juga 
sangat tergantung pada sistem politik yang dianut. Pada negara-
negara dengan sistem liberal, negara cenderung enggan 
meregulasi kebijakan untuk ikut turut campur dalam urusan 
ekonomi. 
 Kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi 
dan memenuhi masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk 
bertindak  (obligation to conduct), yaitu negara disyaratkan melakukan 
langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan 
kewajiban untuk berdampak (obligation to result), yaitu mengharuskan 
negara untuk mencapai sasaran tertentu memenuhi standar substantif 
yang terukur. Sebagai pihak yang memangku tanggung jawab, negara 
dituntut harus melaksanakan  dan memenuhi semua kewajiban yang 
dikenakan kepadanya secara sekaligus dan segera. Jika kewajiban-
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kewajiban tersebut gagal untuk dilaksanakan maka negara akan dikatakan 
telah melakukan pelanggaran.27 
 
2.5.  Internet 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Internet adalah jaringan 
komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan 
fasilitas komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh 
dunia melalui telepon atau satelit. Aji Supriyanto mengatakan bahwa 
internet adalah sebuah jaringan komputer global, yang terdiri dari jutaan 
komputer yang saling terhubung dengan menggunakan protokol yang 
sama untuk berbagi informasi secara bersama. Informasi yang dapat 
diakses berupa data teks, gambar, animasi, video, suara, atau kombinasi 
di antaranya dan bahkan komunikasi bisa dilakukan secara langsung 
dengan suara dan video sekaligus28 
 Internet (Inter-Network) adalah sebutan untuk sekumpulan 
jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, 
komersial, organisasi, maupun perorangan. Internet menyediakan akses 
untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan 
pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Layanan internet meliputi 
komunikasi langsung (email, chat), diskusi (Usenet News, email, milis), 
sumber daya informasi yang terdistribusi (World Wide Web, Gopher), 
remote login dan lalu lintas file (Telnet, FTP), dan aneka layanan lainnya.29 
 Dengan kata lain, internet merupakan penghubung antar jaringan 
yang ada di dunia dengan sistem operasi maupun software di mana 
hubungan tersebut digunakan dengan memanfaatkan teknologi media 
komunikasi baik dari telepon maupun dari satelit yang menggunakan 
protokol pada saat berkomunikasi yaitu protokol TCP/IP.30 Protokol ini 
memiliki kemampuan untuk bekerja diatas segala jenis komputer, tanpa 
terpengaruh oleh perbedaan perangkat keras maupun sistem operasi yang 
                                                        
27 Legal Smart Channel, Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak 
Asasi Manusia (online), https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365 (24 Oktober 2020). 
28 Aji Supriyanto, Pengantar Teknologi Informasi, Salemba Empat, Jakarta, 2005, hlm 336. 
29 Slide Player, 2014, Apa Itu Internet? (Online), https://slideplayer.info/slide/1953190/ (26 
Oktober 2020). 
30 Asril Sitompul, Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace), 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 7 – 8. 
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digunakan. Hubungan inilah yang memungkinkan terjadinya penyebaran 
atau pertukaran informasi secara global atau mendunia.31 
 Internet memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan internet sudah tidak bisa lagi 
dibendung karena penggunaannya saat ini sudah sangat mudah untuk 
digunakan dan diakses dalam kondisi apapun dan kapanpun di sebagian 
besar tempat. Selain itu, penggunaan internet juga telah menjadi 
kebutuhan yang sangat penting dalam berbagai kalangan serta profesi 
masyarakat. 
 Penggunaan internet yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat 
global biasanya digunakan untuk mengakses situs website. Klasifikasi situs 
website bermacam-macam jenisnya, yang salah satunya merupakan media 
sosial sebagai jenis situs website yang paling diminati oleh masyarakat 
global. Namun tidak dipungkiri juga bahwa jenis situs website yang lainnya 
juga dibutuhkan dan bahkan dapat berkembang seiring dengan 
perkembangan jaman. 
 
2.6.  Situs Website 
 Website adalah sebuah halaman yang menyajikan informasi baik 
dalam bentuk tulisan, gambar, suara, atau video yang diletakkan di dalam 
sebuah server hosting di mana untuk mengaksesnya diperlukan jaringan 
internet. Website sering juga disebut sebagai web, site, situs, atau situs 
web. Sebuah website agar bisa diakses di internet diperlukan 2 komponen 
yang harus ada yaitu domain dan hosting.32 
 Seiring berkembangnya teknologi serta penggunaan media online 
untuk berbagai kebutuhan,  jenis-jenis website ikut berkembang dan tidak 
sedikit website yang mengintegrasikan berbagai fitur, fungsi dan jenisnya 
dalam satu kesatuan. Jenis-jenis website dapat dikelompokan berdasarkan 
                                                        
31 Abdul Kadir, Having Fun With Computers, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2010, hlm 10. 
32 IDwebhost, 2018, Mengenal 3 Jenis Website yang Perlu Anda Ketahui (online), 




fungsi/tujuan utamanya. Berikut ini merupakan jenis-jenis website yang 
diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan.33 
1) Search Engine atau Mesin Pencarian 
Search Engine atau mesin pencari adalah jenis website yang khusus 
mengumpulkan daftar website yang bisa ditemukan di internet 
dalam database kemudian menampilkan daftar indeks ini 
berdasarkan kata kunci yang dicari oleh pengguna. Mayoritas 
pengguna internet sudah familiar dengan situs search engine untuk 
mencari informasi yang mereka butuhkan melalui internet. 
Beberapa contoh search engine antara lain adalah Google Search, 
Bing, dan Yahoo Search. 
 
Gambar 2.Logo Google34 
 
2) Archive Site 
Archive site atau situs arsip adalah website yang dibuat untuk 
mengumpulkan dan menyimpan materi-materi elektronik berupa 
konten-konten dan halaman-halaman website agar tidak 
hilang/punah. Contohnya adanya archive.org. 
 
Gambar 3.Logo Internet Archive35 
3) Social Networking atau Media Sosial 
Media sosial termasuk salah satu fenomena yang luar biasa hingga 
saat ini. Media sosial adalah situs yang disediakan bagi para 
penggunanya untuk bertukar informasi melalui media elektronik, 
seperti foto, musik, dan video. Beberapa contoh media sosial antara 
lain adalah Facebook, Twitter, dan Instagram. 
                                                        
33  Universitas Dian Nuswantoro, Mengenal Jenis-Jenis Website Berdasarkan Fungsinya 
(online), https://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/Mengenal_Jenis_web.pdf (23 September 2020). 
34 Google, https://www.google.co.id. 




Gambar 4.Logo Twitter36 
4) Portal Berita dan Informasi 
Portal berita dan informasi adalah situs yang memuat berita-berita 
dan artikel-artikel untuk dibaca pengunjung. Bisa juga berisi opini 
dan komentar-komentar seputar politik, teknologi dan lain-lain. 
Situs-situs berita ini seperti layaknya koran, majalah dan buletin 
online. Konsep dan karakteristik situs berita berbeda-beda sesuai 
dengan jenis berita dan target pembacanya. Beberapa contoh situs 
berita adalah Detik, Kompas, dan Cosmopolitan. 
 
Gambar 5.Logo detik.com37 
5) Cloud 
Situs jenis cloud memberikan fasilitas penyimpanan file sekaligus 
berbagi file bagi anggotanya dengan fitur canggih sinkronisasi 
dokumen, dimana pengguna dapat melakukan sinkronisasi otomatis 
dokumen-dokumen tertentu di komputer atau gadget dengan cloud 
server tanpa perlu melakukan unggahan dokumen secara manual. 
Beberapa contoh website cloud antara lain Dropbox, OneDrive dan 
Google Drive. 
 
Gambar 6.Logo Dropbox38 
6) Corporate Website 
Website ini berisi informasi lengkap dari latar belakang hingga 
kegiatan-kegiatan suatu perusahaan, organisasi atau yayasan sosial 
baik yang bersifat profitable ataupun non-profit. Informasi-
                                                        
36 Twitter, twitter.com. 
37 Detik, detik.com. 
38 Dropbox, dropbox.com. 
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informasi dalam corporate website bisa berupa profile 
perusahaan/organisasi, latar belakang, visi dan misi, daftar founder 
dan pengurus, informasi investor dan klien hingga laporan 
keuangan, afiliasi dan lain-lain serta artikel-artikel dan berita- berita 
yang terkait dengan kegiatan perusahaan/organisasi tersebut. 
Contoh corporate website antara lain, pertamina.com, gm.com, dan 
bankmandiri.co.id. 
 
Gambar 7.Logo Pertamina39 
7) Online Store 
Online store atau toko online sudah jelas peruntukannya adalah 
untuk menjual barang secara online. Fitur-fitur utama online store 
adalah katalog produk dengan informasi yang lengkap serta 
shopping cart, yaitu fitur untuk pengunjung untuk melakukan 
pemesanan produk secara online. Online store bisa bermacam-
macam bentuk dan konsepnya. Fitur-fitur online store juga bisa 
bermacam-macam disesuaikan dengan budget dan kemudahan 
yang didapatkan. Baik kemudahan mengelola online store itu sendiri 
ataupun kemudahan bagi pengunjung untuk memilih dan 
berbelanja produk. Beberapa contoh online store antara lain adalah 
Tokopedia, Shopee, dan Sociolla. 
 
Gambar 8.Logo Tokopedia40 
8) Blog 
Blog adalah sebuah website yang berbentuk seperti jurnal atau 
buku harian online. Biasa digunakan seorang blogger untuk 
mengekspresikan pemikiran dan opini-opininya. Bisa juga artikel-
artikel seputar kegiatan blogger. Bisa berisi tulisan maupun media 
                                                        
39 Pertamina, pertamina.com 
40 Tokopedia, tokopedia.com 
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gambar, video dan lainnya. Setiap artikel biasanya disertai kolom 
komentar dimana pengunjung blog bisa meninggalkan komentar 
atau berdiskusi mengenai artikel yang ditulis. Belakangan ini, blog 
tidak hanya digunakan sebagai media jurnal pribadi, namun juga 
dimanfaatkan sebagai fitur-fitur tambahan oleh website besar untuk 
memberikan informasi terbaru seputar produk dan kegiatan 
mereka. 
 
Gambar 9.Logo Blogspot41 
 Semakin bertambahnya kebutuhan, serta pengetahuan dan ilmu 
teknologi yang berkembang akan selalu memengaruhi jumlah serta 
pengertian dari jenis-jenis situs web yang ada. Selain itu, dalam suatu jenis 
website juga dapat menambahkan banyak fungsi melalui fitur-fitur yang 
ditawarkan. Hal ini berarti pengertian dari setiap situs web berdasarkan 
fungsi juga dapat berubah seiring dengan perkembangan yang dilakukan 
oleh pemilik website.
                                                        






3.1.  Jenis Penelitian 
 Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan 
hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu 
hukum yang dihadapi. Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian 
yuridis normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan berkaitan dengan hak konstitusional warga negara dalam 
pembatasan penggunaan internet. Kemudian, ditarik sebuah kesimpulan 
dengan masalah yang diteliti. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono 
Soekanto yang berpendapat bahwa penelitian hukum yang dilakukan 
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat 
dinamakan dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum 
kepustakaan.42 
 
3.2.  Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah: 
a. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) 
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah 
semua ketentuan peraturan yang ada di Indonesia yang berkaitan 
dengan hak konstitusional warga negara dalam pembatasan 
penggunaan internet. Peraturan perundang-undangan utama yang 
menjadi objek dari penelitian mengenai hak konstitusional warga 
negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
b. Pendekatan Kasus (case approach) 
Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah 
terhadap kasus pembatasan akses internet pada tahun 2019 di 
beberapa wilayah Papua. 
c. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)  
                                                        
42 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 
Edisi 1, Cetakan 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 13 – 14. 
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Pendekatan konseptual dilakukan dengan memberikan sudut 
pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian yang 
dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi hak 
konstitusional warga negara dalam pembatasan penggunaan 
internet dan nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan 
peraturan yang terkait. 
 
3.3.  Jenis Sumber Bahan Hukum 
a. Bahan Hukum Primer 
 Bahan hukum primer adalah bahan yang hukum yang 
mempunyai kekuatan mengikat umum. Bahan hukum primer terdiri 
dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi atau 
putusan pengadilan. 
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 
berikut. 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 
2) TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi 
Manusia; 
3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik; 
4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 
5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia; 
6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang 
Pengesahan International Covenant on Civil and 
Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-
Hak Sipil dan Politik); 
7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 




8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 
9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; 
10) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi; 
11) Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 
12) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet 
Bermuatan Negatif; 
13) Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT; 
14) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan 
15) The Siracusa Principles on The Limitation and 
Derogation Provisions In The International Covenant 
on Civil and Political Rights. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
 Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa 
literatur yang berkaitan dengan materi. Bahan hukum sekunder 
yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut. 
1) Buku-buku teks; 
2) Penelusuran Internet; dan 
3) Jurnal-jurnal. 
c. Bahan Hukum Tersier 
 Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang 
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan 
sekunder, terutama mengenai istilah-istilah, yang terdiri dari: 
1) Kamus Hukum; 
2) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan 
3) Kamus Inggris-Indonesia. 
 
3.4.  Teknik Memperoleh Bahan Hukum 
 DIlakukan dengan studi dokumen atau kepustakaan dengan 
mengumpulkan bahan lalu diteliti terhadap sejumlah peraturan perundang-
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undangan, pendapat pakar, dokumen, jurnal, artikel-artikel, maupun 
literatur yang berkaitan dengan konsep hukum penelitian ini. 
 
3.5.  Teknik Analisis Bahan Hukum 
 Dilakukan dengan mengumpulkan seluruh bahan penelitian, yang 
dimulai dari bahan hukum primer sampai dengan tersier menggunakan 
analisis yang tertera dalam kajian pustaka. Setelah itu diinventarisasi, 
diklasifikasi, diolah, dan dianalisis sehingga dapat dideskripsikan. 
Berikutnya, penulis akan merangkum hasil penelitian menjadi kesimpulan.  
 “Proses analisis hukum yang dapat digunakan sebagai interpretasi yaitu 
dengan menggunakan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan 
hukum.”43 
 
3.6.  Definisi Konseptual 
a. Hak Konstitusional 
Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan hak menggunakan 
internet, yang diantaranya ada di Pasal 28D ayat (1), 28E ayat (3), 
dan 28F. 
b. Warga Negara 
Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain 
yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.44 
c. Pembatasan Penggunaan Internet 
Pembatasan akses internet yang dilakukan oleh pemerintah 
Indonesia. 
 
3.7.  Sistematika Penulisan 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bagian ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 
Penelitian, dan Manfaat Penelitian. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
                                                        
43 Johan Bahder Nasution, Metode Penulisan Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 93. 
44 Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Bagian ini berisi tentang kajian umum tentang teori-teori yang 
melandaskan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. 
Teori yang dimaksud adalah mengenai Negara Hukum, Hak Konstitusional, 
Tanggung Jawab Negara, Bentuk Tanggung Jawab Negara, Internet, dan 
Situs Website. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bagian ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, 
jenis pendekatan, sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan 
hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bagian ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang menyajikan jawaban 
dari rumusan masalah yang merupakan hasil penelitian tentang tanggung 
jawab negara terhadap pembatasan penggunaan internet di Indonesia dan 
pembatasan hak konstitusional warga negara dalam penggunaan internet 
pasca penetapan Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT. 
BAB V : PENUTUP 









4.1. Tanggung jawab negara terhadap pembatasan 
 penggunaan       internet di Indonesia 
4.1.1. Kerangka Kontekstual Hak Asasi Manusia Dalam UUD 
 1945 
 Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertulis dalam Pasal 
1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD 1945). Sebagai negara hukum, penyelenggaraan negara harus 
tunduk kepada hukum yang berlaku, khususnya konstitusi sebagai 
peraturan perundang-undangan yang tertinggi. Konstitusi dalam suatu 
negara memiliki peran yang penting dalam hal pengaturan dan penegasan 
tentang pembatasan kekuasaan negara untuk menjamin kemerdekaan dan 
perlindungan hak-hak dasar warga negara. Sebagai aturan utama 
kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, konstitusi 
merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari negara hukum. 
 Begitu juga dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang 
berkedudukan di bawah konstitusi, mereka juga memiliki peran sebagai 
aturan permainan untuk mengatur kehidupan bernegara, termasuk dalam 
hal menyelesaikan segala perselisihan. Ketentuan hukum yang berlaku 
inilah yang menjadi batasan bagi pemegang kekuasaan agar tidak 
melakukan kesewenang-wenangan. Realisasi pembatasan pemegang 
kekuasaan tersebut diwujudkan dengan cara keterikatan hakim dan 
pemerintah terhadap undang-undang, serta pembatasan kewenangan oleh 
pembuat undang-undang. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa 
negara hukum sifatnya adalah membatasi segala kegiatan yang dianggap 
dapat merugikan warga negaranya, sehingga hak-hak warga negara dapat 
terlindungi dari tindakan pemerintah yang tidak adil. 
 Indonesia sebagai negara hukum mendasarkan pengaturan 
terhadap kehidupan masyarakat pada berbagai ketentuan hukum yang 
berlaku. Ide dasar negara hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari ide 
dasar rechtsstaat (negara hukum) yang dianut oleh negara Belanda yang 
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meletakan dasar perlindungan hukum bagi rakyat pada asas legalitas 
dengan menempatkan posisi wetgever sebagai hukum positif adalah hal 
yang penting dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi 
rakyat.45 
 Pada mulanya hukum adalah hak asasi manusia. Negara hukum 
atau rechtsstaat atau rule of law sebenarnya berbicara tentang hak-hak 
asasi manusia yang harus menjadi landasan bernegara serta pembatasan 
kekuasaan yang berlebihan oleh penguasa. Jadi negara hukum bukan 
sekadar soal supremasi, seperti yang dilontarkan banyak aparat hukum 
atau siapa pun yang ingin memakainya untuk menjaga ketertiban atau 
menyelesaikan konflik.46 
 Berdasarkan fakta sejarah, hak asasi manusia atau yang biasa 
disebut dengan HAM muncul karena adanya penindasan terhadap manusia 
oleh penguasa yang tiran, sehingga menimbulkan kesadaran menyangkut 
harkat dan martabat manusia. Meskipun pengertian HAM baru dirumuskan 
secara eksplisit pada abad ke-18, asal mula pendapat dari segi hukum dan 
prinsip dasarnya sudah lebih dulu eksis jauh ke belakang dalam sejarah. 
Makna kebebasan dalam perspektif hak asasi manusia secara universal 
dapat dilihat pada Preamble Universal Declaration of Human Rights 1948, 
yaitu selaras dengan nilai-nilai kebebasan dalam perspektif hak asasi 
manusia.47  
 Doktrin tentang Hak Asasi Manusia sekarang ini sudah diterima 
secara universal sebagai a moral, political, and legal framework and as a 
guideline dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari 
ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, 
dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia 
dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara yang dapat 
disebut rechtstaat. Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya, jaminan-
jaminan hak asasi manusia itu juga diharuskan tercantum dengan tegas 
                                                        
45 Rosyid Al Atok, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Teori Sejarah, 
dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral, Setara Press, Malang, 2015, hlm 1. 
46 Bivitri Susanti, 2020, Hukum adalah Hak Asasi Manusia (online), 
https://www.jentera.ac.id/publikasi/hukum-adalah-hak-asasi-manusia/ (10 April 2021). 
47 Mukim Muhammad, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep 
Constitutional Importance, Meraja Journal, Volume 1, STIA Al-Gazali Barru and Meraja Media, 
Barru, 2018, hlm 31. 
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dalam undang-undang dasar atau konstitusi tertulis negara demokrasi 
konstitusional (constitutional democracy) dan dianggap sebagai materi 
terpenting yang harus ada dalam konstitusi, disamping materi ketentuan 
lainnya, seperti mengenai format kelembagaan, pembagian kekuasaan 
negara, dan mekanisme hubungan antar lembaga negara.48 Berikut ini 
merupakan kerangka instrumen hak asasi manusia dalam UUD 1945: 
 
Gambar 10. Kerangka Instrumen Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai 
konstitusi, yaitu peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia 
menjadi atap bagi instrumen hak asasi manusia nasional. Dalam konstitusi, 
hak asasi manusia memiliki arti dan peran yang penting untuk menciptakan 
keseimbangan antara penyelenggara kekuasaan dalam negara dan 
perlindungan hak-hak dasar warga negara. Karena salah satu fungsi 
konstitusi merupakan guardian of fundamental rights. Pasal-pasal tentang 
hak asasi manusia dalam UUD 1945 diatur pada BAB XA yang berisi Pasal 
28A sampai dengan Pasal 28J. Namun tidak hanya dalam UUD 1945, hak 
asasi manusia juga dijamin dalam peraturan perundang-undangan lainnya, 
seperti undang-undang. 




 Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya penegakan dan 
perlindungan hak asasi manusia telah mengalami pasang surut. Pada suatu 
masa, upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain 
dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Akhirnya, disadari bahwa 
kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan 
penghormatan, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia akan 
selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas. Tidak bisa 
memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, 
sosial dan budaya untuk jangka panjang.49 
 Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan, 
penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, yaitu dengan 
mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang 
lampirannya memuat “Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap 
Hak Asasi Manusia” (Lampiran angka I) dan “Piagam Hak Asasi Manusia” 
(Lampiran angka II). Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 
tersebut menyatakan, antara lain: “bahwa Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan 
kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” (huruf b) dan 
“bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut 
menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia PBB serta instrumen internasional lainnya mengenai hak 
asasi manusia” (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut 
menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan 
Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai instrumen internasional lainnya 
mengenai hak asasi manusia” (Lampiran IB angka 2).50 
 Sebagaimana diketahui bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Protokol 
                                                        
49 Dr. Suparman Marzuki, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2017, hlm 67 – 
68. 
50 Ibid, hlm 68 – 69  
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Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 
serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 
adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai hak asasi 
manusia. Instrumen itu lazim disebut sebagai International Bill of Human 
Rights yang merupakan instrumen-instrumen internasional inti mengenai 
hak asasi manusia.51 
 Sesuai dengan UUD 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan 
perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai 
bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi 
hak asasi manusia, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen 
internasional utama mengenai hak asasi manusia. Instrumen tersebut 
khususnya adalah Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. 
Dengan pemikiran dan pertimbangan tersebut, pemerintah Indonesia 
akhirnya mengesahkan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, 
Sosial dan Budaya menjadi bagian dari hukum Indonesia Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 200552 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil 
dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Bahkan 
sebenarnya secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan-
ketentuan tentang hak-hak asasi manusia yang telah diadopsikan ke dalam 
sistem hukum dan konstitusi Indonesia itu berasal dari berbagai konvensi 
internasional dan deklarasi universal tentang hak asasi manusia.53 
 
4.1.2. Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Hak Asasi 
 Manusia 
 Dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subjek hukum 
utama, sebab negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab 
melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Dalam 
hukum HAM, pemangku hak (rights holder) adalah individu, sedangkan 
                                                        
51 Ibid, hlm 69 
52 Ibid, hlm 69 – 70  
53 Muhmin Muhammad, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep 
Constitutional Importance, Meraja Journal, Volume 1, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Al-
Gazali, Barru, 2018, hlm 34. 
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pemangku kewajiban (duty bearer) adalah negara. Negara memiliki tiga 
kewajiban generik terkait hak asasi manusia, yaitu menghormati (obligation 
to respect), melindungi (obligation to protect), dan memenuhi (obligation 
to fulfil). Individu di sisi lain diikat oleh kewajiban untuk tidak mengganggu 
hak asasi manusia individu lainnya.54  
 Kewajiban untuk menghormati adalah kewajiban negara untuk 
menahan diri agar tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang 
sah (legitimate), sehingga semua aparatur negara tidak boleh melanggar 
hukum hak asasi manusia yang berlaku. Kemudian dalam hal melindungi 
hak asasi manusia, negara harus mencegah pelanggaran HAM dari non-
state actors atau individu sebagai pemangku hak dan menyediakan 
pemulihan (remedy) bila terjadi pelanggaran HAM. Tanggung jawab secara 
harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu 
ketika terjadi tuntutan, kesalahan, maupun perkara atas sesuatu.55 Dalam 
hal ini berarti negara memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab apabila 
terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia warga negaranya. Terakhir 
adalah obligation to fulfill, dimana negara harus bertanggung jawab untuk 
memenuhi hak-hak asasi manusia warga negaranya 
 Andrey Sujatmoko menyatakan bahwa secara Hukum, negara 
merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi, menjamin, dan 
memenuhi HAM, karena negara merupakan pihak yang memiliki 
kekuasaan. Dalam kaitannya dengan HAM negara dituntut untuk tidak 
menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power). Pengertian negara 
disini, mencakup tidak saja pemerintah (eksekutif), tetapi juga legislatif dan 
yudikatif. Termasuk di dalamnya adalah seluruh aparatur negara/aparat 
penegak hukum.56 
 Apabila kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh negara tersebut 
gagal dilaksanakan, maka negara dapat dikatakan telah melakukan 
pelanggaran. Sejatinya terdapat dua jenis pelanggaran yang bisa terjadi 
                                                        
54 Victorio H. Situmorang, Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, 
Jurnal Hak Asasi Manusia, Volume 10, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2019, hlm 59. 
55 Arif Santosa, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Mahkota Kita,Jakarta, 2018, hlm 680. 
56 Andrey Sujatmoko,  Hukum HAM dan Hukum Humaniter, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2015, hlm 59. 
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berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab negara, 
yaitu: 
1. Pelanggaran karena tindakan (by commission), yang terjadi karena 
negara melakukan tindakan langsung untuk ikut campur dalam 
mengatur hak-hak warga negara yang semestinya dihormati; dan 
2. Pelanggaran karena pembiaran (by omission), yang terjadi ketika 
negara  tidak melakukan sesuatu tindakan atau gagal untuk mengambil 
tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung 
jawabnya.57 
 Kewajiban negara menyangkut HAM secara internasional diatur 
dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional, antara lain, seperti 
dalam Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant 
on Civil and Political Rights (ICCPR). Adapun di tingkat nasional, kewajiban 
negara menyangkut HAM diatur dalam peraturan perundang-undangan 
nasional, misalnya dalam konstitusi dan undang-undang. Seperti dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertera 
mengenai tanggung jawab negara menyangkut HAM dalam Pasal 28I ayat 
(4) yang berbunyi: 
“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 
adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.58 
 Secara konkret kewajiban negara menyangkut HAM diwujudkan 
dengan melindungi HAM setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan 
negara, menjamin eksistensi HAM setiap individu dalam ketentuan hukum 
maupun di dalam pelaksanaannya, dan memenuhi HAM setiap individu. 
Misalnya terhadap hak untuk tidak disiksa (right not to be tortured), negara 
harus membuat aturan hukum yang melarang praktik-praktik penyiksaan 
untuk melindungi setiap individu dari tindak penyiksaan, negara juga harus 
menjamin bahwa setiap individu harus benar-benar bebas dari tindak 
                                                        
57 Legal Smart Channel, Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak 
Asasi Manusia (online), https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365 (22 Juni 2021). 
58 Pasal 28I ayat (4), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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penyiksaan, dan negara harus benar-benar memenuhi hak untuk tidak 
disiksa secara nyata.59 
 Pembebanan seperangkat kewajiban kepada negara, pemerintah, 
dan hukum adalah hal yang masih relevan karena semua elemen itu adalah 
bagian dari kekuasaan negara. Kekuasaan negara mempunyai daya paksa 
yang legal untuk mewujudkan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan 
seperangkat hak. Negara dilengkapi dengan instrumen hukum sebagai 
legitimasi untuk melaksanakan program-programnya yang mungkin dilekati 
dengan paksaan dan sanksi di dalamnya atas nama kepentingan bersama 
atau publik. Beban kewajiban yang ditanggung oleh negara adalah bentuk 
konsekuensi atas diserahkannya sebagian kedaulatan pribadi warga negara 
yang dimanifestasikan dalam bentuk kewenangan-kewenangan yang 
berbasis rule of law.  
 Nampak disini bahwa hukum bukanlah berfungsi sebagai subjek 
pelaksana dari suatu kewajiban, melainkan law as an instrument of an end, 
hukum sebatas menjadi alat dari suatu tujuan yaitu memberikan beban 
kewajiban HAM kepada para pemangkunya. Karena hukum bukan 
merupakan suatu subjek hukum (recht persoon) yang dapat melakukan 
suatu perbuatan hukum maka menjadi terasa janggal jika kemudian diberi 
status sebagai pemangku kewajiban. 
 Pada sisi yang lain, Pasal 8 Undang-Undang HAM 
mentransformasikan beban kewajiban menjadi lingkup tanggung jawab 
sembari menegaskan bahwa diantara pemegang kewajiban maka 
pemerintah menempati posisi utama sebagai pemegang tanggung jawab. 
Lebih jelasnya, ketentuan Pasal 8 Undang-Undang HAM tersebut 
menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan 
hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah” Jadi 
dengan pasal tersebut proses transformasi pemaknaan definisi HAM terkait 
kewajiban dan pemegang kewajiban diawali dari pengubahan nomenklatur 
kewajiban menjadi tanggung jawab yang diikuti dengan penempatan 
pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab yang utama. Kemudian hal 
                                                        
59 Mukim Muhammad, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep 
Constitutional Importance, Meraja Journal, Volume 1, STIA Al-Gazali Barru and Meraja Media, 
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ini juga dijelaskan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
 Pasal 28E ayat (3) dan 28F UUD 1945 memiliki muatan hak 
konstitusional yang berkaitan dengan penggunaan internet. Telah menjadi 
tanggung jawab negara untuk menjunjung tinggi jaminan hak-hak 
tersebut.  Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban negara adalah 
kewajiban negara memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas 
suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas 
kerugian yang mungkin ditimbulkan.60 Sehingga negara berkewajiban 
untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya dengan mencegah 
hal-hal yang diperhitungkan dapat terjadi untuk merampas hak-haknya dan 
apabila terjadi pelanggaran atas hak menggunakan internet warga negara, 
pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pemulihan atas 
kerugian yang ditimbulkan. 
 
4.1.3. Instrumen Hak Asasi Manusia Terkait Dengan Hak 
 Penggunaan Internet di Indonesia 
 Setelah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2000, ketentuan mengenai hak asasi 
manusia dan hak-hak warga negara dalam UUD 1945 telah mengalami 
perubahan yang sangat mendasar. Materi yang semula hanya berisi tujuh 
butir ketentuan. Satya Arinanto menyatakan bahwa Pasal-pasal tentang 
hak asasi manusia itu sendiri, terutama yang termuat dalam pasal 28A 
sampai dengan Pasal 28J, pada pokoknya berasal dari rumusan TAP MPR 
Nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, untuk 
memahami konsepsi tentang hak asasi manusia itu secara lengkap dan 
historis, ketiga instrumen hukum UUD 1945, TAP MPR Nomor XVII/ 
MPR/1998, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia tersebut dapat dilihat dalam kontinum.61 Selain itu, terdapat juga 
konvensi internasional mengenai hak asasi manusia yang diratifikasi oleh 
Indonesia, yaitu ICCPR. Berikut merupakan skema instrumen hak asasi 
                                                        
60 F. Sugeng Istanto, Hukum Internasional, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm 77. 
61 Satya Arinanto, Constitutional Law and Democratization in Indonesia, Publishing House, 
Faculty of Law, University of Indonesia, Depok, 2000, hlm 21. 
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Gambar 11.Skema Instrumen Hak Asasi Manusia Yang Berlaku di Indonesia 
 Definisi hak asasi manusia selalu berkembang sesuai dengan 
perkembangan zaman. Sampai saat ini, internet telah dipandang sebagai 
suatu perluasan medium penikmatan hak atas kebebasan berekspresi, 
berpendapat, dan memperoleh informasi dan oleh karena itu tunduk dalam 
cakupan pengaturan mengenai jaminan kebebasan berekspresi. Pada level 
nasional, kerangka normatif hak asasi manusia dalam menggunakan 
internet telah tertuang dalam ketentuan hukum domestik melalui UUD 
1945, khususnya pengaturan dalam Pasal 28F, yang materinya 
menyatakan: 
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 
tersedia”. 
Selain Pasal 28F, UUD 1945 juga mengatur mengenai hak mengeluarkan 
pendapat yang berkaitan erat dengan hak menggunakan internet dalam 
Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi: 
 
 UUD NRI 1945 
 TAP MPR NO. XVII/MPR/1998 
 UU 39/1999 
 UU 12/2005 
 UU lain 
 UU 9/1998 
 UU 40/99 
 UU 32/2000 
 UU 14/2008 
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“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan 
mengeluarkan pendapat”. 
Kemudian jaminan perlindungan ini ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) 
yang menyatakan bahwa: 
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 
Sehingga setiap orang, khususnya Warga Negara Indonesia, diberikan hak 
menggunakan internet oleh konstitusi, dan hak tersebut sudah sepatutnya 
mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 
yang adil. 
 Setiap tanggal 10 Desember dunia internasional merayakan Hari 
Hak Asasi Manusia Internasional, sebagai peringatan lahirnya Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang diadopsi Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1948 silam. Indonesia sendiri 
sudah mengadopsi prinsip-prinsip DUHAM ke dalam UUD 1945 pasca-
runtuhnya kekuasaan otoritarianisme Soeharto, melalui serangkaian proses 
amandemen konstitusi.62 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 
telah menghadirkan dasar-dasar moral dan hukum yang membimbing dan 
memformulasikan standar-standar bagi kebebasan berekspresi, 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 DUHAM, yang menyatakan bahwa 
“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan 
pendapat dan berekspresi yang dalam hal ini termasuk kebebasan 
menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, 
menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat 
dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas”, 
walaupun senyatanya ketentuan pasal ini dibatasi oleh ketentuan Pasal 29 
DUHAM yang berbunyi: 
(1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu- 
satunya dimana ia memperoleh kesempatan untuk mengembangkan 
pribadinya dengan penuh dan leluasa. 
                                                        
62 Sekar Banjaran Aji, 2019, Memahami Standar Instrumen Hak Asasi Manusia (online), 
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(2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap 
orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang 
ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 
menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak 
dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-
syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan 
umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. 
(3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimanapun 
sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan 
dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia mengamanatkan 
bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut 
menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam DUHAM serta 
berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia. 
Ketetapan MPR ini memberikan jaminan terhadap kemerdekaan 
berekspresi, antara lain kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan 
mengeluarkan pendapat.63 
 Tanggal 8 September 1999 merupakan tonggak sejarah bagi 
kebangkitan kembali HAM yang telah lama diabaikan oleh rezim-rezim 
sebelumnya, dengan DPR telah mengesahkan rancangan Undang-Undang 
HAM menjadi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia. Apabila dilihat dari aspek penghormatan serta perlindungan 
terhadap hak asasi manusia secara formal pemberlakuan undang-undang 
tersebut merupakan kemajuan yang menggembirakan, meskipun 
sebenarnya esensi-esensi penting mengenai HAM telah tercantum pada 
beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR-RI No 
XVII/MPR/1998.64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia memiliki posisi strategis karena menjadi dasar dan rujukan 
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya dan 
                                                        
63 Pasal 19 TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. 
64 Mukim Muhammad, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep 
Constitutional Importance, Meraja Journal, Volume 1, STIA Al-Gazali Barru and Meraja Media, 
Barru, 2018, hlm 32. 
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oleh karena itu akan menentukan kualitas kebijakan dan tindakan negara 
terkait penegakan hak asasi manusia.65 
 Sebelum memperoleh penguatan sebagai bagian dari hak 
konstitusional, pengakuan terhadap hak atas informasi sebagai bagian dari 
hak asasi manusia, terlebih dahulu diatur di dalam Pasal 14 UU No. 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: 
(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya. 
(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan sejenis sarana yang tersedia. 
 Mengenai kebebasan berekspresi yang berkaitan erat dengan hak 
menggunakan internet, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
menegaskannya dalam Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi: 
“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan 
menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau 
tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan 
nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan 
bangsa”. 
 Kemudian setelah hampir 30 tahun ICCPR berlaku, Indonesia 
akhirnya memutuskan untuk menjadi Negara Pihak melalui UU Nomor 12 
Tahun 2005. Jaminan menggunakan internet lebih diperkuat dalam suatu 
kovenan yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi negara‐negara 
yang meratifikasinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kovenan 
Internasional Hak‐hak Sipil dan Politik 1966. Kerangka perlindungan 
tersebut memiliki tiga elemen pokok di dalamnya yakni:  
(1) kebebasan untuk menyatakan pendapat tanpa suatu gangguan;  
(2) kebebasan untuk mencari dan memperoleh informasi; dan  
(3) kebebasan untuk meneruskan informasi.  
                                                        
65 Muktiono Muktiono, Kritik Konseptualisasi Pemegang Hak Dan Pemegang Kewajiban 
Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Arena Hukum, Volume 8, Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hlm 1. 
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 Dalam perkembangannya, sejalan dengan instrumentasi tersebut, 
internet menjadi medium baru untuk pemajuan serta penikmatan hak 
berekspresi. Melihat situasi yang semacam ini, Komentar Umum No. 34 
ICCPR tentang kebebasan berekspresi, secara tegas menyebutkan 
penggunaan internet sebagai bagian tak terpisahkan dari cakupan hak atas 
kebebasan berekspresi. Dalam paragraf 12 Komentar Umum dituliskan: 
“... melindungi semua bentuk ekspresi dan cara penyebarannya, termasuk 
di dalamnya bentuk lisan, tulisan dan bahasa simbol serta ekspresi non‐
verbal semacam gambar dan bentuk‐bentuk seni. Alat ekspresi termasuk 
buku, surat kabar, pamflet, poster, banner, pakaian serta submisi hukum. 
Dalam hal ini juga termasuk semua bentuk audio visual juga ekspresi 
elektronik dan bentuk‐bentuk internet...”.66 
 Pada tahap selanjutnya, pengakuan atas hak berekspresi, juga hak 
atas informasi, mengalami penguatan seiring dengan pembentukan 
sejumlah peraturan perundang‐undangan. Seperti misalnya pada UU No. 9 
Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka 
Umum, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran, serta UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik. Dalam undang‐undang mengenai keterbukaan informasi 
publik khususnya, selain memperkuat jaminan perlindungan hak, peraturan 
perundang‐undangan ini juga menyediakan mekanisme pengajuan klaim 
atas hak, baik melalui proses mediasi maupun ajudikasi non‐litigasi yang 
bersifat final dan mengikat, dengan menggunakan ruang Komisi Informasi 
Publik. 
 Pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di 
muka umum dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, bertujuan untuk 
mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu 
pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar RI 1945. Selain itu, undang-undang ini diharapkan juga mampu 
mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan 
                                                        
66 United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, 2011, ICCPR/C/GC/34 
General comment No. 34 (online), http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf 
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kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung 
jawab dalam kehidupan berdemokrasi dan merupakan perwujudan 
perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam 
menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. Pasal 1 ayat (1) 
menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk 
menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan secara bebas serta 
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Kemudian Pasal 5 menjamin kebebasan dan 
perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara dalam hal 
mengeluarkan pendapat secara bebas di muka umum.67 
 Kemudian pembentukan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 
tentang Pers merupakan upaya melegitimasi kemerdekaan pers, yang 
merupakan wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip 
demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pembentukan undang-undang 
ini juga merupakan amanat kemerdekaan mengeluarkan pendapat 
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar RI 1945. 
Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi 
unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara yang demokratis, sebagaimana dijamin dalam 
Pasal 28 Undang-Undang Dasar RI 1945.68 
 Kemerdekaan pers dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan 
pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, 
merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk 
menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa.69 
                                                        
67 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Standar Norma dan Pengaturan Hak Atas Kebebasan 
Berpendapat dan Berekspresi (online), 2020, 
https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--$SF7YZ0Z.pdf 
(11 April 2021). 
68 Bagian menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3887. 
69 Bagian menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3887. 
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 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin bahwa 
kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara70 dan menjamin pers 
nasional dalam melaksanakan peranannya meliputi: 
a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;  
b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya 
supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati 
kebhinekaan; 
c.  Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang 
tepat, akurat dan benar; 
d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal 
yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan 
e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.71 
 Selain hak memperoleh informasi yang merupakan hak asasi 
manusia, keterbukaan informasi publik juga merupakan salah satu ciri 
penting suatu negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan 
rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik 
sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik.72 Salah satu elemen penting dalam 
mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik 
untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin 
terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan 
negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang 
untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas 
pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. 
Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan 
                                                        
70 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3887. 
71 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887. 
72 Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846. 
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keterbukaan Informasi Publik.73 Keberadaan Undang-undang tentang 
Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum 
yang berkaitan dengan:74 
1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;  
2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan 
Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan 
cara sederhana;  
3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas;  dan 
4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan 
pelayanan Informasi. 
 Selama ini, Indonesia sebenarnya sudah mengakui hak asasi 
manusia, khususnya dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Bahkan 
ketika Indonesia mengalami perubahan konstitusi sekalipun, materi 
pengakuan dan perlindungan HAM tetap ada.75 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia telah memberikan jaminan 
perlindungan HAM. Kemudian dengan ditambahnya satu instrumen HAM 
internasional, yaitu ICCPR, Indonesia akan lebih maju dalam menjamin dan 
memajukan hak asasi manusia. Melihat sejarah terdahulu Indonesia 
mengenai hak asasi manusia, ikut sertanya Indonesia dalam ICCPR dapat 
diartikan sebagai revitalisasi dan penegasan kembali komitmen negara kita 
terhadap hak asasi manusia, khususnya tentang hak-hak sipil dan politik. 
Perbedaannya adalah kali ini Indonesia juga ikut disertai dengan kewajiban 
hukum internasional sebagai Negara Pihak dalam ICCPR. 
 Sehingga Indonesia sudah berada di dalam pengawasan HAM PBB. 
Beberapa pihak berpendapat bahwa situasi ini memposisikan negara kita 
dalam posisi yang rendah. Namun sebenarnya justru hal ini akan membuat 
Indonesia menjadi lebih transparan. Sebagai Negara Pihak dalam ICCPR, 
                                                        
73 Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4846. 
74 Ibid. 
75 Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International 
Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil 
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Indonesia akan dibebankan tanggung jawab yang sebenarnya tidak 
berbeda dengan pengaturan perundang-undangan nasional. Karena hukum 
nasional kita sudah terisi dengan jaminan hak-hak asasi manusia. Yang 
menjadi persoalan adalah persepsi capaian nyata antara PBB dengan 
Indonesia mengenai jaminan HAM tersebut. Tentunya persamaan persepsi 
dengan langkah-langkah tertentu perlu dilakukan dalam menjawab 
persoalan tersebut. 
 Pada akhirnya, baik atau tidaknya pelaksanaan ICCPR akan terletak 
pada tingkat implementasi lapangannya. Jika dari segi sejarah maupun 
kesiapan dalam perundang-undangan Indonesia telah siap, maka 
seharusnya implementasi lapangan dapat dilakukan dengan baik pula. 
Keberadaan ICCPR justru akan semakin memperkuat perlindungan dan 
penegakan HAM karena adanya faktor eksternal yang membantu upaya-
upaya Indonesia secara positif. Di sisi lain, perkembangan masyarakat 
terhadap hukum juga harus selalu diperhatikan. Hal ini dilakukan demi 
terjaganya aktualitas hukum itu sendiri dalam masyarakat.76 
 
4.1.4. Pentingnya Jaminan Hak Menggunakan Internet 
 Perkembangan IPTEK akan membawa perubahan yang besar dalam 
kehidupan bermasyarakat, dari cara berbisnis, sampai perubahan sistem 
nilai, baik sistem nilai moral, etika, maupun hukum. Disrupsi teknologi yang 
terjadi setidaknya melalui 4 periodisasi, diantaranya adalah: 
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Gambar 12.Periodisasi Disrupsi Teknologi.77 
 Perkembangan teknologi adalah suatu hal yang tidak bisa 
dihindarkan, dimana latar belakang terjadinya revolusi teknologi pada abad 
21 ini lantaran adanya tuntutan kompetisi di era globalisasi yang semakin 
hari semakin berkembang pesat, sehingga menuntut manusia 
menghasilkan temuan baru.78 Sampai dengan tahun 2021 setidaknya tidak 
kurang dari 4,66 Miliar orang di dunia, yang memanfaatkan teknologi 
internet. Teknologi telah menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan seluruh 
manusia pada saat ini. Nicholas Negroponte dalam bukunya yang berjudul 
“Being Digital” (1995) mengatakan bahwa: 
                                                        
77 SAFEnet, Disrupsi Teknologi dan Perlindungan Hak Digital, makalah disajikan dalam 
Seminar Nasional Hak Konstitusional dan Demokrasi di Era Disrupsi melalui Zoom, Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya, Malang, 6 November 2020. 
78 Kelas Pintar, 2020, Revolusi Teknologi Abad 21, Apa Itu? (online), 
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Gambar 13.Disrupsi Teknologi Pada Kehidupan.79 
Yang berarti bahwa kehidupan kita tidak akan dapat terlepas dari teknologi, 
yang mana teknologi sekarang identik dengan penggunaan internet. 
Sehingga penikmatan atas akses internet menjadi sangat krusial. 
 Dalam konteks pemajuan hak asasi manusia, besarnya pengguna 
internet ini tentu telah melahirkan banyak peluang. Mencuplik pernyataan 
dari Frank La Rue, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan 
Berekspresi, internet telah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk 
mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memberantas ketidakadilan, dan 
mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia. Oleh karena itu, 
memastikan akses universal terhadap internet harus menjadi prioritas bagi 
semua negara.80 Sinyalemen ini dikuatkan dengan resolusi yang 
dikeluarkan oleh Dewan HAM PBB pada Juni 2012 tentang the promotion, 
protection and enjoyment of human rights on the Internet, yang 
menempatkan akses internet sebagai bagian dari hak asasi manusia.81 
 Peran internet dalam penikmatan hak asasi manusia sesungguhnya 
mulai memperoleh perhatian dalam perbincangan hak asasi manusia di 
badan PBB pada paruh terakhir tahun sembilan puluhan, dengan lahirnya 
resolusi Komisi HAM yang sekarang menjadi Dewan HAM PBB No. 27/1997. 
Mereka memerintahkan kepada Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan 
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Berpendapat dan Berekspresi untuk memasukkan dan mempertimbangkan 
seluruh aspek dari dampak yang timbul akibat adanya teknologi informasi 
baru, terhadap kesetaraan dan kesempatan dalam mengakses informasi 
serta penikmatan hak atas kebebasan berekspresi, sebagaimana yang 
diatur di dalam ICCPR.82 
 Dalam pembahasan awal di Dewan HAM PBB, perdebatan 
mengenai internet lebih difokuskan pada peran penting internet sebagai 
medium dalam penikmatan hak atas kebebasan berekspresi dan 
memperoleh informasi. Dalam konteks ini, internet didiskusikan sebagai 
bagian tak terpisahkan dari perkembangan teknologi komunikasi, sehingga 
dapat dipahami apabila dalam dokumen‐dokumen awal PBB, pokok 
perhatian banyak ditujukan pada dampak‐dampak langsung yang terkait 
dengan perkembangan teknologi informasi.83 
 Internet memberikan akses publik dan individu pada sumber 
informasi dan memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara 
aktif dalam proses komunikasi. Tindakan oleh negara untuk 
memberlakukan peraturan yang berlebihan pada penggunaan internet, 
dengan alasan diperlukannya kontrol, regulasi dan penolakan akses untuk 
menjaga tatanan moral dan identitas budaya masyarakat adalah tindakan 
yang sifatnya paternalistik.84 
 Memerhatikan situasi demikian, Pelapor Khusus menyimpulkan 
pentingnya mendorong kembali negara‐negara guna menempatkan 
internet dan teknologi informasi lainnya sebagai sarana penting dalam 
mencapai pluralitas suara dan untuk mengambil langkah‐langkah menuju 
integrasi ke dalam proses pembangunan. Dia menegaskan, bahwa internet 
merupakan alat yang penting dan efektif dalam mempromosikan hak asasi 
manusia serta bentuk‐bentuk pelanggaran terhadapnya. Pelapor Khusus 
percaya bahwa internet memiliki potensi untuk menjadi salah satu alat 
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yang paling efektif dalam memerangi kemiskinan dan segala bentuk 
diskriminasi atas alasan apa pun.85 
 Pengajuan perkara oleh justitia belen ke lembaga peradilan semakin 
meningkat seiring dengan semakin tingginya kesadaran warga negara atas 
perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional yang dapat 
diperoleh melalui proses yudisial. Tentunya kesadaran ini terjadi akibat 
pemajuan hak asasi manusia yang secara dominan disebabkan oleh 
keberadaan internet. Kemudian berbicara mengenai lembaga peradilan, 
pandemi COVID-19 membuat lembaga peradilan harus dapat merangkul 
adanya disrupsi digital untuk mewujudkan keadilan substansial. Hal ini 
membuat internet menjadi sangat penting dalam mewujudkan keadilan 
yang seluas-luasnya.86 Bayangkan saja apabila penikmatan hak atas 
internet tidak terjamin, bagaimana caranya kita mendapatkan keadilan 
pada masa seperti ini, dimana semua aktivitas disarankan untuk 
dilaksanakan secara daring. Apabila proses mencari keadilan tetap harus 
berjalan secara langsung pada masa pandemi dikarenakan tidak adanya 
jaminan hak atas internet, akan timbul dampak yang signifikan terhadap 
hak-hak lain. 
 Sehingga sangat penting untuk negara demokrasi dalam memenuhi 
tujuannya memenuhi jaminan hak menggunakan internet. Dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, 
kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani 
dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat 
hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, 
memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.87 
Kebebasan ekspresi memerlukan jaminan perlindungan hak memperoleh 
informasi yang merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi 
publik, yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang 
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menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan 
negara yang baik.88 
 Apalagi Indonesia adalah negara demokrasi, sekaligus juga negara 
hukum, dimana penyelenggara negara tidak boleh melakukan 
kesewenang-wenangan. Jika komunikasi berkat kehadiran akses internet 
terselenggara dengan baik maka tujuan hukum tersebut akan tercapai, 
karena sistem hukum menjadi adaptif, dan akuntabilitasnya menjadi 
terjaga dengan baik.89 Walaupun pembatasan terhadap hak menggunakan 
internet dimungkinkan dan tidak adanya narasi mengenai hak 
menggunakan internet sebagai non-derogable rights, sebenarnya hak-hak 
ini memiliki peran yang sangat penting dalam konsep negara yang kita 
anut. Oleh karena itu komitmen yang sungguh- sungguh dari setiap elemen 
diperlukan untuk mendukung keberadaan demokrasi digital demi 
mewujudkan tatanan kehidupan bernegara yang lebih demokratis.90 
 
4.2. Pembatasan Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara 
 Dalam Penggunaan Internet Pasca Penetapan Putusan 
 Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT 
4.2.1. Pembatasan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam 
 Penggunaan Internet di Indonesia 
  Pembatasan hak asasi manusia secara umum diatur dalam 
ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Apabila dibandingkan dengan 
standar pembatasan internasional, pembatasan ini memiliki perbedaan 
yang mengacu kepada hilangnya dua kategori hak, yaitu derogable rights 
dan non‐derogable rights. Berdasarkan ketentuan ini, seluruh jenis hak 
dapat dibatasi dengan syarat: 
(1) ditetapkan dengan undang‐undang;  
                                                        
88 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4846. 
89 Prof. H.R. Benny Riyanto, Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0, Volume 9, Jurnal 
Rechtsvinding, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
Jakarta, 2020, hlm 161. 
90 Siska Sasmita, Demokrasi dalam Bingkai Digital, Demokrasi, Vol. 19, 2011, hlm 165.  
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(2) untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak dan kebebasan 
orang lain; dan 
(3) memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat yang demokratis 
berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan 
ketertiban umum. 
 Pengaturan pembatasan tersebut jelas merupakan rumusan yang 
bersifat umum, sehingga dibutuhkan ketentuan perundang‐undangan yang 
dapat memberikan penjelasan yang lebih mendetail mengenai batasan dan 
cakupan pengertian masing‐masing syarat tersebut. Sampai saat ini 
ketentuan tersebut belum ada, oleh karenanya pemahaman dan penerapan 
pasal tersebut sepenuhnya mendasarkan pada pembacaan dan penafsiran 
dari Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga yang secara langsung memiliki 
mandat untuk melakukan uji konstitusionalitas terhadap suatu undang‐
undang. Dalam beberapa putusannya MK menyatakan, bahwa dari 
perspektif original intent pembentuk UUD 1945, seluruh hak asasi manusia 
yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi 
oleh Pasal 28J UUD 1945 sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan 
yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 
tersebut. Selain itu menurut MK, berdasarkan penafsiran sistematis 
(systematische interpretatie), ketentuan hak asasi manusia yang diatur 
dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada 
pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.91 
 Saat ini, praktik pemblokiran dan penyaringan merupakan praktik 
yang paling sering dilakukan. Praktik pemblokiran dan penyaringan ini 
dilakukan melalui beberapa cara, yaitu dengan pencegahan pengguna 
mengakses laman tertentu, pemblokiran Internet Protocol (IP), ekstensi 
nama domain, maupun penutupan suatu laman dari laman server yang 
ditempatinya. Selain itu, pencegahan akses juga dilakukan dengan 
menerapkan sistem filter untuk memblokir suatu laman yang mengandung 
kata‐kata kunci yang telah ditentukan atau dianggap melanggar ketentuan 
peraturan. Pola penyaringan dan pemblokiran jenis ini berlangsung di 
                                                        
91 Putusan No. 132/PUU‐VII/2009. 
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Indonesia yang perintahnya datang dari Kementerian Komunikasi dan 
Informatika kepada para penyedia layanan (ISP).92 
 Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika juga 
mengeluarkan program Trust Positive (Trust+), dalam rangka menyaring 
muatan yang dianggap mengandung muatan pornografi. Menurut 
Kemenkominfo program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan 
pada masyarakat terhadap nilai‐nilai etika, moral, dan kaidah‐kaidah yang 
tidak sesuai dengan citra bangsa Indonesia. Program ini menyusun sebuah 
pangkalan data yang berisikan Daftar Negatif laman tertentu yang 
dianggap mengandung konten pornografi atau tidak sesuai dengan etika 
dan moral bangsa (blacklist). Selain dengan melakukan pencarian dan 
analisis, daftar laman tersebut juga diperoleh berdasarkan pengaduan dari 
masyarakat. Daftar laman tersebut kemudian didistribusikan kepada para 
penyedia layanan (provider) untuk dilakukan pemblokiran. Program ini juga 
secara berkala melakukan pengecekan terhadap perkembangan situs‐situs 
yang ditutup, apakah ada perubahan konten atau tidak.93 
 Pada praktiknya, memberikan kewenangan pemblokiran kepada 
pihak penyedia jasa internet bukan langkah ideal karena potensial 
melakukan pembatasan akses berdasarkan persaingan bisnis. Hal ini 
nampak pada praktik pemblokiran yang dilakukan grup Telkom sebagai 
penyedia jasa internet yang memblokir akses Netflix di jaringan mereka.94 
Salah satu alasannya adalah karena layanan video on demand membebani 
jaringan mereka. Diketahui juga bahwa Telkom memiliki aplikasi yang 
menyediakan layanan sama yang bersaing, yaitu Iflix. Hal ini telah 
membuktikan ketidaktransparanan dan potensi kesewenang-wenangan 
dalam praktik pemblokiran. 
 Dalam praktik penapisan, seringkali dijumpai pula kontroversi, yang 
dipicu oleh terjadinya kesalahan penapisan/pemblokiran. Kesalahan ini 
                                                        
92 Detikinet, 2010, BlackBerry Diblokir di Indonesia? Bukan Tidak Mungkin (online), 
http://inet.detik.com/read/ 2010/08/02/150658/1411828/317/blackberry‐diblokir‐di‐ indonesia‐
bukan‐tidak‐mungkin/?topnews (13 April 2021). 
93 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Blacklist Trust Positif, 
http://trustpositif.kominfo.go.id/. 
94 Eka Santhika, 2017, Kapan Telkomsel Buka Blokir Netflix (online),  
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170412171146-213-207079/kapan-telkomsel-buka-
blokir-netflix/ (15 April 2021). 
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terjadi karena proses penyaringan dilakukan berdasarkan kata kunci yang 
dipersepsikan sebagai bagian dari pornografi atau konten negatif lainnya. 
Dalam konteks Indonesia, hal ini diperburuk dengan buruknya kualitas 
rumusan pornografi yang tercantum dalam UU pornografi yang bersifat 
karet dan lentur, memungkinkan praktik multitafsir berlangsung.95 
 Permasalahan lain yang mengemuka dalam praktik pemblokiran 
dan penyaringan adalah belum adanya ketentuan yang secara detail 
mengatur mekanisme dan tata cara pemblokiran/ penyaringan konten. 
Indonesia juga belum memiliki suatu badan khusus yang independen, yang 
diberikan mandat untuk melakukan pemblokiran dan penyaringan konten 
internet. Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan 
Berekspresi, Frank La Rue menyatakan, pemblokiran dapat dibenarkan 
karena hukum nasional sudah cukup kuat mengatur, serta menyediakan 
perlindungan yang efektif untuk melawan penyalahgunaan atau tindakan 
pemblokiran yang tidak sesuai, meliputi ulasan atau pengujian kembali 
yang dilakukan oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak atau 
sebuah badan independen.96 
 Salah satu bentuk kontrol terhadap pengguna internet yang sering 
menimbulkan konflik dengan prinsip penikmatan hak atas kebebasan 
berekspresi adalah penerapan sanksi pidana atas konten yang 
disampaikan, didistribusikan, ataupun diakses (diterima). Dalam konteks 
Indonesia, praktik ini dimungkinkan dengan adanya pengaturan Pasal 27 
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 
Ketentuan tersebut memberikan beberapa batasan terhadap informasi—
perbuatan yang dilarang, mencakup informasi yang memiliki muatan:  
a) dianggap melanggar kesusilaan (ayat 1); 
b) perjudian (ayat 2); 
c) penghinaan dan pencemaran nama baik (ayat 3); dan 
d) pemerasan dan/ancaman (ayat 4).  
                                                        
95 detikinet, 2010, Salah Blokir Karena Kominfo Terlalu Bersemangat (online), 
http://inet.detik.com/read/2010/08/ 11/163754/1418467/398/salah‐blokir‐karena‐kominfo‐ terlalu‐
bersemangat?topnews (14 April 2021). 
96 United Nations, General Assembly, 2011, A/HRC/17/27 (online), 
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/17/27 (11 April 2021). 
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Permasalahan penting ini mencakup perumusan dan batasan mengenai 
informasi yang dilarang karena rumusan‐rumusan tersebut memiliki makna 
yang sangat umum dan bersifat relatif, sebab memiliki hubungan erat 
dengan konteks sosial budaya tertentu. Pada praktiknya di lapangan, 
penerapan sanksi pidana ini, terutama dengan mendasarkan penggunaan 
UU ITE digabungkan dengan Kitab Undang‐undang Hukum Pidana (KUHP), 
telah memakan beberapa korban. Khususnya ketentuan Pasal Pasal 207, 
Pasal 208, Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), Pasal 311 ayat (1), Pasal 
315 tentang penghinaan ringan, dan Pasal 316 tentang penambahan 
hukuman jika yang dihina adalah pejabat negara. Kedepannya terdapat 
kemungkinan makin meningkatnya praktik ini di Indonesia.  
 Setidaknya terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang 
materinya mengatur secara spesifik mengenai wewenang pemerintah 
untuk mengendalikan konten internet, yaitu:  
1. UU No. 19/2016 tentang Perubahan UU No. 11/2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang memberikan 
wewenang bagi pemerintah untuk memutus akses konten;  
2. UU No. 44/2008 tentang Pornografi, yang memberikan wewenang 
bagi pemerintah (termasuk pemerintah daerah) untuk melakukan 
pemblokiran konten pornografi di internet; dan  
3. UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan otoritas bagi 
pemerintah untuk memblokir laman yang melanggar hak cipta.  
 Masalah yang terdapat dalam ketentuan UU ITE dan UU Pornografi adalah 
tidak mengatur lebih jauh mengenai prosedur dilakukannya pemblokiran, 
termasuk mekanisme komplain dan pemulihannya. Ketentuan Pasal 40b UU 
ITE, memberikan mandat kepada pemerintah untuk menyusun Peraturan 
Pemerintah, guna mengatur secara detail prosedur dilakukannya penapisan 
dan pemblokiran. Kemudian ketentuan Pasal 18 huruf a UU No. 44 Tahun 
2008 tentang Pornografi hanya menyatakan bahwa untuk mencegah 
perluasan pornografi, pemerintah dapat melakukan pemutusan jaringan 
pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, 
termasuk pemblokiran pornografi melalui internet. Ketentuan ini tidak 
mengatur lebih lanjut mengenai pihak yang berwenang melakukan 
pemblokiran internet, serta tata cara pemblokiran dilakukan, sehingga 
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belum memenuhi kaidah due process of law, sebagaimana dikatakan oleh 
Pelapor Khusus. Sementara UU Hak Cipta menyebutkan, setiap 
pemblokiran/penapisan konten internet yang akan dilakukan oleh 
Kemkominfo, prosedurnya harus melalui penetapan pengadilan (kalaupun 
dilakukan sebelum adanya penetapan, maksimal empat belas hari setelah 
dilakukan pemblokiran, harus ada penetapan dari pengadilan).  
 Lebih jauh, meskipun penyebutan secara spesifik mengenai konten 
internet hanya ditemukan pada setidaknya tiga undang-undang 
sebagaimana telah disinggung di atas (UU ITE, UU Pornografi, dan UU Hak 
Cipta). Namun kebijakan pengaturan konten atau informasi itu sendiri, 
sesungguhnya tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan 
yang lain. Pembatasan informasi atau konten yang dilarang bahkan sudah 
mengemuka sebelum era digital, yang terlihat dari sejumlah larangan 
penyebaran informasi tertentu di dalam KUHP. Adapun secara lebih detail 
perbandingan definisi, ruang lingkup konten/informasi yang dilarang dalam 



































● Pasal 155, 157: 
informasi 
Tindak pidana bagi pihak 
yang menyebarkan 
                                                        
97 Indriaswati D. Saptaningrum, Wahyudi Djafar, Tata Kelola Internet yang Berbasis Hak: 
Studi tentang Permasalahan Umum Tata Kelola Internet dan Dampaknya Terhadap 
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● Tindak pidana 
bagi pelaku 































































UU Hak Cipta Hasil karya 
cipta di bidang 
ilmu 
pengetahuan, 























Pelaporan bahwa ada 
pelanggaran hak cipta 
kepada Menteri terkait, 
kemudian menteri dapat 
meminta Kominfo untuk 












































Pasal 17: Informasi 














luar negeri, informasi 
rahasia jabatan, 
informasi publik yang 






Pihak pemohon yang 
ingin mendapatkan 
informasi mengajukan 
ke Komisi Informasi 
Publik. KIP akan 
memutuskan apakah 
informasi tersebut dapat 












Pasal 4: situs 
bermuatan ilegal yaitu 
yang mengandung 
pornografi dan 
kegiatan illegal lainnya 












Tabel 2. Ruang Lingkup Konten/Informasi Yang Dilarang Dalam Sejumlah 
Peraturan Perundang-Undangan 
 Dari keseluruh regulasi tersebut tidak memberikan gambaran utuh 
terkait definisi konten yang menjadi objek dari tata kelola internet. 
Pertama, arsitektur hukum positif yang demikian belum mampu 
memberikan gambaran jelas mengenai klasifikasi konten yang ditapis atau 
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diblokir dan konten apa yang diperbolehkan diakses dalam kerangka 
hukum yang utuh. Kedua, ruang lingkup konten yang ditapis atau diblokir 
dan yang diizinkan beredar tidak memiliki kriteria yang valid. Keadaan yang 
demikian menunjukkan rezim penyensoran internet di Indonesia tidak 
sesuai dengan prinsip pembatasan konten yang sah (legitimate).98 
 Konten internet menampung hampir semua jenis konten, termasuk 
audio, bentuk file, foto, video, teks dan lainnya dengan berbagai jenis 
format, baik secara closed private format atau open source format. Artinya, 
secara umum konten internet adalah segala sesuatu yang diunggah dan 
didistribusikan melalui jaringan internet, meskipun beberapa diantaranya 
merupakan migrasi dari jaringan lain. Adapun pihak produsen konten juga 
harus menjadi titik fokus diskusi karena dibagi menjadi dua pihak yaitu 
konten yang dirilis langsung oleh pemilik konten secara kelembagaan dan 
konten yang dirilis oleh individual. 
 Kerangka hukum Internet dan media digital, termasuk mekanisme 
pemblokiran, penyaringan, dan transmisi konten Internet di Indonesia, 
masih tersebar di sejumlah regulasi. Secara umum kebijakan pengelolaan 
konten khususnya yang terkait dengan pembatasan konten di Internet 
berada pada tataran implementasi sesuai Peraturan Menteri Komunikasi 
dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet 
Berkonten Negatif. Di sisi lain, metrik dasar untuk mengevaluasi konten 
konten tersebar di sejumlah peraturan tanpa meniadakan mekanisme lain 
yang dikandungnya. 
 Alasan paling umum dan praktis untuk membatasi informasi pada 
tahap pemblokiran terkait dengan etika dan standar publik. Konten dapat 
bertentangan dengan nilai dan norma sosial, agama, dan moral serta dapat 
dibatasi atau diblokir jika diyakini dapat menimbulkan keresahan sosial. 
Salah satunya terkait dengan pornografi, pornografi anak dan kegiatan 
kriminal lainnya dan terhubung dengan media internet offline.  
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan OONI, pemblokiran dengan 
alasan pornografi di Indonesia mencapai 27,2% dari website yang diblokir 
                                                        
98 Ibid, hlm 5 – 6. 
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di Indonesia.99 Sebagai dalih, pornografi sudah memiliki dasar hukum untuk 
menegakkan aturan tersebut, namun konsep pornografi yang terlalu luas 
justru berpotensi melanggar hak publik atas kebebasan berbicara dan 
informasi. Hal ini karena undang-undang pornografi menyatakan bahwa 
informasi yang termasuk kedalam ruang lingkup pornografi mencakup 
persenggamaan, termasuk yang menyimpang, kekerasan seksual, 
masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan 
ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak. 
 Banyak situs non-porno yang diblokir atas alasan pornografi 
berdasarkan mekanisme pemblokiran situs di Indonesia menjadi fakta 
bahwa cakupan pornografi begitu luas. Hanya karena situs-situs tersebut 
mengandung alat kelamin dan konten yang terlalu terang, namun 
sebenarnya berada dalam konteks pendidikan, kesehatan reproduksi, atau 
bahkan debat hak asasi manusia. 
 Pemblokiran atas dasar pornografi juga menyasar pada situs yang 
memuat forum diskusi reddit.com. Dari kasus tersebut terdapat beberapa 
hak kelompok minoritas termasuk perempuan yang terlanggar. Karena 
beberapa situs yang memuat mengenai kesehatan reproduksi dan penyakit 
yang meliputi kanker payudara dan vagina diidentifikasikan sebagai konten 
negatif dan pornografi sebab menampilkan gambar alat kelamin. Tindakan 
ini merupakan pelanggaran hak atas informasi, khususnya bagi kelompok 
perempuan. Oleh karena itu diperlukan adanya indikator dan penilaian 
yang jelas terkait masalah ini.      
 Indonesia memblokir situs perjudian online karena perjudian ilegal 
di yurisdiksi Indonesia. Akibatnya, akses ke informasi konten diblokir atau 
dihapus. Dasar hukum larangan konten ini tertuang dalam UU ITE, yang 
mengklasifikasikan perjudian online sebagai aktivitas yang dilarang. Contoh 
menarik dari upaya pemerintah Indonesia untuk membuat perjudian online 
tidak dapat diakses adalah pemblokiran platform giphy.com. giphy.com 
adalah platform yang berisi gambar GIF dengan lelucon yang sering 
beredar di jejaring sosial. Alasan Kominfo memblokir giphy.com adalah 
                                                        
99 Kay Yen Wong, dkk., 2017, The State of Internet Censorship in Indonesia (online), 
https://ooni.org/post/indonesia-internet-censorship/#background (14 April 2021). 
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karena situs tersebut sering memuat iklan yang mempromosikan perjudian 
online. Iklan perjudian online tanpa konten utama dibuat di situs web ini. 
Dalam hal ini, konsep konten dan luasnya blok menjadi menarik, terutama 
yang berkaitan dengan sejauh mana informasi dapat diklasifikasikan 
sebagai konten.100 
 Selanjutnya, studi kasus pemblokiran Telegram menjadi contoh 
menarik dalam tata kelola konten internet. Pertama, pemblokiran ini 
kembali menambah acaknya pola terkait konsep konten internet beserta 
ruang lingkupnya. Pasalnya platform atau aplikasi pesan (chatting) ternyata 
juga masuk dalam ruang lingkup konten internet. Kedua, channel terorisme 
dalam Telegram digadang pemerintah sebagai media komunikasi teroris 
bukanlah satu-satunya konten yang diproduksi atau beredar melalui 
Telegram. Bahwa benar adanya forum diskusi grup radikal di Telegram 
yang terbukti mempengaruhi pemahaman radikal bagi penggunanya 
seperti Manjanik, Ghuroba, UKK, dan Khilafah Islamiyah101, tetapi hal ini 
bukan berarti bahwa produk konten radikalisme dan terorisme menjadi 
barang utama dalam pemanfaatan Telegram, karena saluran atau forum 
diskusi lain yang memiliki tema positif juga menggunakan medium 
Telegram sebagai alat penyebarannya. Keputusan pemerintah Indonesia 
memblokir Telegram juga dilakukan dengan alasan tidak kooperatifnya 
pihak Telegram dalam merespon laporan pemerintah Indonesia. Sebelum 
pemblokiran, pemerintah Indonesia telah mengirimkan surat kepada 
pimpinan Telegram perihal penggunaan situs layanan itu untuk kegiatan 
terkait terorisme di Indonesia.102  
 Kasus lain yang berkaitan dengan tata kelola internet adalah kasus 
penyalahgunaan dan kejahatan data pribadi, seperti jual beli data pribadi, 
penggelapan rekening nasabah, kebocoran data pribadi seseorang yang 
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berakhir dengan aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi.103 Informasi 
dan konten yang terbukti mengancam reputasi individu dan penyebaran 
data pribadi juga merupakan bagian dari pemblokiran. Sebagaimana 
dicatat oleh KUHP, UU ITE dan UU KIP, beberapa peraturan Indonesia 
dapat digunakan sebagai pengaman untuk membenarkan pemblokiran 
konten yang melanggar peraturan tersebut. Namun sayangnya, peraturan 
perundang-undangan tersebut belum mengatur secara komprehensif 
mengenai perlindungan data pribadi.104 
 Selain itu, Konten yang mengandung SARA dan diskriminatif di 
Indonesia berkaitan dengan perlindungan reputasi, sehingga situs web 
yang diketahui mengandung SARA tidak dapat diakses. Sebaliknya, 
mengenai pencemaran nama baik, cenderung menggunakan pendekatan 
pidana. Sedangkan perubahan UU ITE yang berkaitan dengan hak privasi 
mencantumkan ketentuan hak untuk dilupakan (right to be forgotten) 
sejalan dengan ketentuan dalam UU KIP yang menyatakan bahwa hak 
privasi merupakan salah satu informasi yang dikecualikan. Namun 
sayangnya, belum ada mekanisme detailnya mengenai permintaan 
penghapusan konten yang melanggar hak ini. 
 
4.2.2. Kasus Pemutusan Internet di Wilayah Papua 
 Isu pembatasan akses internet dalam perspektif HAM telah menjadi 
perhatian serius bagi masyarakat nasional maupun internasional, karena 
pembatasan akses internet merupakan suatu upaya untuk membatasi hak-
hak digital masyarakat yang salah satunya yaitu hak akses informasi. 
Namun, bagaimana jadinya jika yang menjadi korban pembatasan akses 
internet ini adalah warga Papua dan Papua Barat saat sedang terjadi unjuk 
rasa dan kerusuhan. Suasana di Papua dan Papua Barat mulai mencekam 
terhitung tanggal 19 Agustus 2019. Melansir dari berbagai media 
pemberitaan, konflik bermula dari adanya informasi tidak benar yang 
tersebar secara bebas oleh oknum tertentu dan adanya dugaan persekusi 
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Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0, Volume 9, Jurnal Rechtsvinding, Badan Pembinaan 




serta rasisme terhadap mahasiswa Papua yang kala itu sedang berada di 
asrama mahasiswa Papua di kota Surabaya.105 
 Melihat suasana Papua dan Papua Barat yang semakin mencekam, 
Pemerintah pun dengan cekatan mengambil keputusan untuk membatasi 
dan bahkan juga memutus akses internet untuk sementara waktu di 
wilayah Papua dan Papua Barat. Tujuannya untuk meredam kerusuhan 
masyarakat Papua. Karena melalui internet, ujaran kebencian, berita 
bohong, dan seluruh disinformasi lainnya akan sangat besar 
kemungkinannya untuk tersebar secara bebas dan cepat, yang mana info 
simpang siur ini akan menambah kerusuhan semakin memanas. Menurut 
Pemerintah pada saat mengambil keputusan mengenai pembatasan akses 
internet itu telah penuh pertimbangan juga berdasar.106 Top10VPN.com 
telah melakukan riset untuk menemukan berapa lama pemblokiran internet 
yang dilakukan di Indonesia hingga menyebabkan total kerugian mencapai 
187,7 juta dolar AS yang jika dikonversikan ke dalam rupiah jumlahnya 
sebanyak Rp 2,5 triliun. Dalam laporan riset ini pula ditemukan bahwa 
ternyata Indonesia telah melakukan pemblokiran internet tercatat selama 
338 jam yang hanya berlaku di wilayah Papua dan Papua Barat.107 
 Melalui berbagai siaran pers, Menteri Komunikasi dan Informatika 
menjelaskan bahwa tindakan pemerintahan yang dilakukan memiliki 
pertimbangan sebagai berikut:108 
1. Luasnya penyebaran hoaks yang memicu aksi (Siaran pers No. 
154/HM/Kominfo/08/2019); 
2. Untuk mempercepat pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di 
Papua dan sekitarnya, (Siaran pers No. 155/ HM/Kominfo/08/2019); 
dan 
                                                        
105 Noviyanti, Sayid Muhammad Rifqi Noval, Ahmad Jamaludin, Pembatasan Akses Internet 
oleh Pemerintah saat Terjadi Unjuk Rasa dan Kerusuhan di Papua dan Papua Barat 
Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Penelitian, Volume 12, Universitas 
Kuningan, Kuningan, 2021, hlm 42. 
106 Ibid, hlm 43. 
107 Binada Ludwianto, 2020, Indonesia Rugi Rp 2,5 Triliun Akibat Blokir Internet di 2019 
(online), https://www.msn.com/id- id/ekonomi/ekonomi/indonesia-rugi-rp-25-triliun-akibat-blokir-
internet-di-2019/ar-BBYQjnH.htm// (15 April 2021). 
108 Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT. 
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3. Tingginya distribusi dan transmisi informasi hoaks, kabar bohong, 
provokasi, rasis ujaran kebencian, dan hasutan (Siaran pers 159 
HM/Kominfo/08/2019). 
 Kendati alasan yang diuraikan, tindakan pembatasan akses dan 
pemutusan akses internet adalah cacat kewenangan, cacat prosedur, dan 
cacat substansi. Karena dalam menghadapi pertimbangan dari 
permasalahan yang ada, Menteri Komunikasi dan Informatika memiliki 
kewenangan, prosedur, dan substansi yang seharusnya dilakukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah:109 
1. Muatan ujaran kebencian atau provokasi: 
a. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik. 
Pasal 28 ayat (2) : 
"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau 
permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.  
Akan dipidana dengan Pasal 45a ayat (2):  
"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau 
permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu 
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. 
b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 
2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. 
Pasal 4: 
(1) Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu: 




a. pornografi; dan 
b. kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
(2) Kegiatan ilegal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b merupakan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal 
dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang 
sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 
 Pasal 5: 
(1) Masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk meminta 
pemblokiran atas muatan negatif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf kepada Direktur Jenderal. 
(2) Kementerian atau Lembaga Pemerintah dapat meminta 
pemblokiran situs internet bermuatan negatif yang sesuai 
dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
kepada Direktur Jenderal. 
(3) Lembaga Penegak Hukum dan atau Lembaga Peradilan dapat 
meminta pemblokiran situs bermuatan negatif sesuai dengan 
kewenangannya kepada Direktur Jenderal. 
(4) Masyarakat dapat melaporkan situs internet bermuatan negatif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b kepada 
kementerian atau lembaga pemerintah terkait. 
Pasal 7: 
(1) Masyarakat dapat ikut serta menyediakan layanan pemblokiran 
dengan memuat paling sedikit situs-situs dalam TRUST+Positif. 
(2) Layanan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Penyedia Layanan Pemblokiran. 
(3) Penyedia Layanan Pemblokiran harus memiliki kriteria 
sekurang-kurangnya: 
a. terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik; 
b. berbadan hukum Indonesia; 
c. memiliki dan/atau menggunakan data center di 
Indonesia; dan 




2. Muatan hasutan: 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. 
Pasal 29: 
"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi 
Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman 
kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”. 
Akan dipidana dengan Pasal 45 b:  
"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi 
ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara 
pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. 
3. Muatan berita bohong: 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Peraturan Hukum 
Pidana.  
Pasal 14: 
(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan 
bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan 
rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 
sepuluh tahun. 
(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan 
pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan 
rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau 
pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara 
setinggi-tingginya tiga tahun. 
Akan dipidana dengan Pasal 15: 
“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar 
yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti 
setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian 
akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan 
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rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua 
tahun”. 
 Terhadap serangkaian dasar hukum yang telah diuraikan, 
pemerintah sebenarnya telah memiliki kewenangan untuk mencegah 
terjadinya penyebaran hoaks, provokasi, ujaran kebencian, dan hasutan. 
Alih-alih melakukan pelanggaran kewenangan dengan tindakan 
perlambatan akses dan pemutusan akses internet. Seharusnya Menteri 
Komunikasi dan Informatika dapat melakukan hal-hal berikut ini:110 
1. Memasukkan ke dalam database blacklist Trust+. Aduan bisa berasal 
dari Kementerian/Lembaga seperti Kepolisian, intelijen, BPOM, BNPT, 
masyarakat lewat aduan email aduan@kominfo.go.id; 
2. Melakukan koordinasi dengan ISP (Internet Service Provider) 
mengirimkan email notifikasi kepada seluruh ISP untuk pembaharuan 
data. Kementerian Komunikasi dan Informatika dan ISP secara rutin 
berkoordinasi untuk menyesuaikan database blacklist; 
3. Teknis pemblokiran dilakukan di masing-masing penyelenggara jasa 
akses internet/Internet Service Provide (ISP); 
4. Menyurati platform teknologi untuk menurunkan konten atau menutup 
akun; 
5. Melakukan debunking hoaks (pengungkapan fakta dari suatu 
informasi111). Hasilnya dimuat di website Kementerian Komunikasi dan 
Informatika; dan/atau 
6. Bekerjasama dan/atau berkoordinasi dengan Kepolisian Republik 
Indonesia dengan menangkap dan memproses hukum pidana pelaku 
penegakan hukum dilakukan terhadap penyebar hoaks, provokasi, 
ujaran kebencian, dan hasutan. 
 Apalagi jika tindakan pemutusan internet dilakukan dengan alasan 
Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, yang mana pasal tersebut hanya mengatur mengenai 
                                                        
110 Ibid. 
111 Caroline Paskarina, Rina Hermawati, Nuraeni, 2019, Edukasi Anti-Hoax Dalam Pemilu 
Melalui Metode Debunking (online), http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/viewFile/19887/9653 
(15 April 2021). 
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konten negatif, bukan pemutusan akses internet. Pasal 40 ayat (2a) 
berkaitan dengan informasi dan/atau dokumen yang memiliki muatan 
melanggar hukum. Apabila dapat dibuktikan muatan informasi dan/atau 
dokumen tersebut melanggar atau bertentangan dengan hukum, maka 
dapat dibatasi. Kemudian Pasal 40 ayat (2b) menyatakan bahwa dalam 
melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2a) 
pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses terhadap informasi 
dan/atau dokumen elektronik tersebut. Dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksud dari Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) merujuk kepada filtering content, 
yang berarti memperlambat dan memutus akses internet tidak termasuk. 
 Sehingga atas tindakan perlambatan dan pemutusan akses 
internet, pemerintah, yang dalam hal ini merupakan Presiden Republik 
Indonesia bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika memiliki 
tanggung jawab penuh, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian yang mengatakan 
bahwa “Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Presiden”. Begitu juga dengan Pasal 4 UUD 1945 yang menegaskan bahwa 
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut 
Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, 
Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden. 
 Tindakan yang dilakukan pemerintah telah membatasi ruang gerak 
untuk hak pendapat dan berdemokrasi. Karena berjalannya negara 
demokrasi dan kebutuhan warga negara untuk mengetahui serta 
memahami persoalan-persoalan publik sangat penting. Adanya informasi 
yang akurat dapat melindungi masyarakat. Masyarakat yang ada di Papua, 
maupun di seluruh Indonesia sangat membutuhkan informasi yang cukup 
untuk bersuara demi kepentingan mereka dan mengontrol pejabat-pejabat 
publik. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tindakan pembatasan dan 
pemutusan internet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bersama 
dengan Menteri Komunikasi dan Informatika merupakan tindakan 
pembatasan hak asasi manusia yang melanggar hukum. 
 Perlambatan dan pemutusan internet menimbulkan kerugian 
kepada wartawan. Terbatas dan/atau tidak adanya akses internet telah 
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menghalangi para wartawan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. 
Padahal hak atas informasi merupakan hak setiap orang. Kesulitan tersebut 
tercermin dari sulitnya berkomunikasi antara pelapor dan pemimpin 
redaksi, verifikasi informasi, mengunggah informasi, dan menghubungi 
narasumber tentang proses penyebaran informasi melalui medium internet 
(rangkaian komputer yang telah terhubung melalui jaringan dan saling 
berkomunikasi dengan waktu dan wilayah yang tidak terbatas112). 
 Tentunya ini merupakan ancaman serius yang menghambat 
kebebasan pers. Padahal secara eksplisit, pekerjaan wartawan dilindungi 
oleh hukum. Seperti dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers Nomor 
40 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:  
“Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan 
hukum”  
dan Pasal 4 ayat 3 yang menyatakan bahwa:  
“Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak 
mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.” 
 Bahkan kerugian juga dialami oleh pemerintah daerah. Gubernur 
Provinsi Papua, Lukas Enembe mengeluhkan jaringan internet Papua yang 
tidak lekas pulih di Provinsi Papua. Hal ini mengakibatkan sistem pelayanan 
secara elektronik terhadap e-budgeting dan e-planning. Selain sistem 
elektronik yang down, kerusakan di sejumlah fasilitas e-government 
lainnya seperti absensi elektronik pegawai juga terjadi. Kemudian Biro 
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Provinsi Papua melalui 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) juga mengeluhkan 
pembatasan internet yang terjadi. Sebab mereka pelayanan pengadaan 
barang dan jasa mereka terhambat. Jelas pembatasan internet ini telah  
merugikan waktu, biaya dan tenaga. Adanya kerugian materil yang dialami 
diperkirakan sekitar 700 miliar rupiah terpaksa tertunda dalam proses dan 
penyerapan anggaran baik di BLPBJ maupun pada OPD di lingkungan 
Pemerintah Daerah Provinsi Papua termasuk dalam kualitas pekerjaan 
maupun waktu bekerja.113  
                                                        
112 Jarot S. dan Sudarma S., Buku Super Pintar Internet, Media Kita, Jakarta, 2012, hlm 2. 
113 Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT. 
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 Bagi masyarakat luas, khususnya pengemudi ojek online di 
Jayapura, pemblokiran internet menyebabkan mereka kehilangan mata 
pencaharian. Bahkan tidak hanya itu, pemutusan akses internet di Papua 
dan Papua Barat juga mengurangi jumlah wisata asing. Association of the 
Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) Papua menyatakan bahwa 
mereka sempat merugi sebesar Rp. 750 juta per hari akibat perlambatan 
dan pemutusan internet di Papua. Sebagian mesin ATM di Jayapura juga 
tidak dapat melakukan transfer atau penarikan uang, karena memakai 
sistem online. ATM hanya sanggup melakukan pelayanan tertentu, seperti 
misalnya melakukan pengisian uang elektronik.114 Melihat dampak yang 
dirugikan dari tindakan pemerintahan tersebut, Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI) sebagai Penggugat I dan Pembela Kebebasan 
Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) sebagai Penggugat II mengajukan 
gugatan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Tergugat I 
dan Presiden Joko Widodo sebagai Tergugat II melalui Pengadilan Tata 
Usaha Negara dengan alur gugatan sebagai berikut: 
 
Gambar 14. Alur Gugatan Kasus Pemutusan Internet di Papua 
Objek gugatan yang dilakukan oleh para tergugat berupa:115 





1. Tindakan pemerintahan throttling atau perlambatan akses/bandwidth 
di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 
tanggal 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia 
Timur) sampai dengan Pukul 20.30 WIT; 
2. Tindakan pemerintahan pemblokiran layanan data dan/atau 
pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 
Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) pada 
tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya pada 
tanggal 4 September 2019 pukul 23.00 WIT; dan 
3. Tindakan pemerintahan memperpanjang pemblokiran layanan data 
dan/atau pemutusan akses internet secara serentak di 4 
Kota/Kabupaten di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten 
Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 
Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat (Kota Manokwari dan Kota 
Sorong) sejak 4 September 2019 Pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 
September 2019 Pukul 18.00 WIB / 20.00 WIT. 
Objek gugatan adalah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh para 
tergugat. Pasal 53 UU PTUN dan PERMA 2/2019: Perkara perbuatan 
melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan 
kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Pasal 2 
ayat (1). 
 Pokok permasalahan dari tindakan perlambatan dan pemutusan 
akses internet adalah telah terlanggarnya sejumlah ketentuan peraturan 
perundang-undangan, antara lain:116 
1. Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers 
yang menyebutkan bahwa “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak 
asasi warga negara” dan Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi “untuk 
menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak untuk 
mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”, 
dimana tindakan yang dilakukan pemerintah telah menghalangi dan 
mengganggu aktivitas wartawan yang sedang melakukan peliputan 




media di wilayah Papua dan Papua Barat. Sehingga, para penerima 
informasi terbatasi hak mendapatkan informasinya. 
2. Pasal 3 ayat 1 UU. No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, menyatakan Pers 
nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, 
hiburan dan kontrol sosial. Sehingga bentuk pelayanan yang 
seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah berupa memberikan 
akses informasi kepada masyarakat malah tidak dijalankan 
sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Akibat tindakan 
yang dilakukan pemerintah, peran pers nasional tidak berjalan 
sebagaimana mestinya sebagaimana dalam pasal 8 huruf a, yakni 
“memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui”. Hal tersebut tidak 
terpenuhi dalam kerja-kerja jurnalistik yang diakibatkan oleh 
pemutusan akses informasi berupa pemutusan akses jaringan internet 
di Papua dan Papua Barat. 
3. Pasal 28 J Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, Pasal 73 yang mengatur tentang pembatasan dan larangan 
yang hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang. 
4. Pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang 
Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 
khususnya yang terkait kebebasan untuk mencari, menerima dan 
memberikan informasi dapat dikenai pembatasan sepanjang dapat 
dilakukan sesuai dengan hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa terkait 
dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan harus berlandaskan 
hukum dan peraturan perundang -undangan, guna mendapatkan 
kepastian hukum terkait dengan pembatasan-pembatasan tersebut. 
5. Tidak dilakukan sesuai dengan prinsip pembatasan hak asasi manusia 
dalam hal keadaan darurat. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) 
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang 
Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan 
"Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg" Dan Penetapan "Keadaan 
Bahaya”, mengatur bahwa pengumuman pernyataan atau 
penghapusan keadaan bahaya (keadaan darurat sipil, militer dan 
perang) dilakukan oleh Presiden. Sampai saat ini Presiden Joko Widodo 
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tidak pernah mengumumkan pernyataan terkait situasi Papua Barat 
dan Papua dalam keadaan bahaya, justru pernyataan yang terkait 
dengan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Barat dan 
Papua dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.  
6. “Keadaan darurat” seharusnya dilakukan dengan memenuhi beberapa 
syarat seperti yang telah dijelaskan dalam General Comment No. 29 
on Article 4 of ICCPR (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik). Ada 
dua syarat tentang kondisi mendasar yang harus dipenuhi untuk dapat 
membatasi hak asasi manusia dimana situasi harus berupa keadaan 
darurat yang mengancam kehidupan bangsa, dan negara (presiden) 
pihak harus menyatakan secara resmi negara dalam keadaan darurat. 
7. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum menyatakan 
“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan 
mengeluarkan pendapat”. Tindakan yang dilakukan pemerintah 
merupakan tindakan pembungkaman. 
8. Pasal 19 ayat 2 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang 
Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 
setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat. Hak 
ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan 
informasi yang pada akhirnya terlanggar karena akibat dari tindakan 
yang dilakukan pemerintah dengan pembatasan dan pemblokiran 
layanan data di wilayah Papua Barat dan Papua. Dampak dari 
pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat 2 berdampak pada hak-hak 
masyarakat untuk mencari, menerima dan memberikan informasi 
terkait dengan situasi dan kondisi di wilayah Papua Barat dan Papua. 
Satu-satunya informasi hanya didapatkan oleh masyarakat dari 
Pemerintah, yang jelas-jelas memiliki kepentingan dan cenderung 
tidak berimbang. 
9. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 
dimana akibat dari Perbuatan Menteri Komunikasi dan Informatika 
serta Presiden Republik Indonesia berdampak negatif terhadap 
kegiatan pelayanan publik, karena beberapa pelayanan atas jasa atau 
pelayanan administratif menggunakan layanan data, sehingga akibat 
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dari perbuatan pemerintah tersebut terkait perlambatan dan 
pemblokiran, layanan data di Papua Barat dan Papua tidak dapat 
dilakukan, hal ini jelas-jelas sangat merugikan kepentingan 
masyarakat Papua Barat dan Papua sebagai penerima manfaat 
pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
10. Kewenangan, prosedur dan substansi dalam yang diatur dalam : 
a. Pasal 28 dan 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-undang No. 16 
Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 
b. Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang 
Peraturan Hukum Pidana jo UU No. 7 Tahun 1958 tentang 
Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 
Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk 
Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP); 
c. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik jo. Peraturan 
Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem 
dan Transaksi Elektronik; serta 
d. Peraturan Menteri Kominfo No 19 Tahun 2014 tentang 
Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. 
11. Bertentangan Dengan Dan / Atau Melanggar Asas Umum 
Pemerintahan Yang  Baik (AUPB): 
a. Asas Kepastian Hukum. Sesuai dengan Pasal 10 huruf a Undang 
Undang No 30 Tahun 2014 Yang dimaksud dengan “asas 
kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang 
mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang- 
undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap 
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan yang 
dilakukan pemerintah jelas membuat Peraturan Perundang-
undangan yang melindungi kerja wartawan dan selama ini 
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diadvokasi oleh para penggugat menjadi tidak memiliki kepastian 
hukum. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers 
Pasal 6 terkait dengan peran Pers untuk memenuhi hak 
masyarakat untuk mengetahui informasi jadi tidak bisa 
dikerjakan pada saat pembatasan internet dilakukan. Pengaturan 
tentang bagaimana membatasi dan menangani hoax, ujaran 
kebencian dan provokasi yang masih berlaku pun tidak jelas, 
seharusnya pemerintah menggunakan mekanisme yang sudah 
ada, bukan membuat mekanisme yang tanpa dasar hukum. 
b. Asas Tertib Penyelenggara Negara. Yang dimaksud dengan Asas 
Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan 
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian 
penyelenggaraan negara. Tindakan dilakukan tanpa adanya 
kejelasan dasar hukum, tanpa surat keputusan yang memadai, 
melanggar banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku 
sebagaimana dijelaskan diatas, jelas melanggar asas tertib 
penyelenggara negara. Tindakan yang dilakukan pemerintah 
telah melanggar jaminan penghormatan dan perlindungan hak-
hak konstitusional warga yang dijamin oleh peraturan 
perundang-undangan. 
c. Asas Kepentingan Umum. Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf a 
Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 
Pemerintahan menyebutkan:  
    “Yang dimaksud dengan asas Kepentingan Umum adalah asas 
yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum 
dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak 
diskriminasi”. Tindakan yang dilakukan pemerintah sangat 
berdampak pada seluruh aspek kepentingan umum warga di 
Provinsi Papua dan Papua Barat selama diberlakukan. Seluruh 
pelayanan publik, akses informasi, sistem pemerintahan dan 
swasta yang terhubung dengan internet semua tidak bisa 
diakses. wartawan dan perusahaan-perusahaan media yang 
sangat membutuhkan akses komunikasi dan kerja-kerja 
menggunakan internet jadi tidak bisa melakukan tugasnya. 
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kerja-kerja jurnalistik menjadi terhambat dikarenakan kesulitan 
dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi informasi antara para 
redaksi dan para reporternya di lapangan. Pembatasan yang 
dilakukan pemerintah juga sangat berdampak luas bagi seluruh 
masyarakat umum. 
d. Asas Keterbukaan. Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang - 
Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 
Pemerintahan menyebutkan: “Yang dimaksud dengan asas 
Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk 
mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur 
dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah 
dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi 
pribadi, golongan dan rahasia negara” 
e. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan. Pasal 10 huruf e 
Undang Undang No 30 Tahun 2014 menyebutkan: 
   “Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang 
mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak 
menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau 
kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian 
kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak 
menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan 
kewenangan.” 
    Tindakan pembatasan dilakukan dengan tidak berdasarkan 
prosedur dan kriteria pembatasan hak sebagaimana yang 
dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pembatasan juga dilakukan hanya dengan melakukan siaran 
pers dan tanpa alasan kewenangan dan prosedur yang jelas, 
menunjukkan pemerintah telah menyalahgunakan kewenangan 
yang jelas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Pembatasan tersebut sebagai tindakan pemerintahan 
seharusnya memenuhi persyaratan agar tidak melampaui 
kewenangan dan bertentangan dengan perundang-undangan. 
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f. Asas Proporsionalitas. Pasal 3 Angka 5 Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih 
dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyebutkan: 
    “Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan 
keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara” 
Alasan-alasan yang dipakai oleh Menteri Komunikasi dan 
Informatika jelas menunjukkan bahwa perbuatan oknum 
masyarakat yang menyebarkan hoaks, kebencian, dan provokasi 
sangat bisa diidentifikasi dengan cara yang sesuai dengan 
kewenangan, prosedur, dan substansi yang telah diatur dan 
dilaksanakan sampai sekarang. Tapi justru pemerintah melalui 
kebijakannya melakukan penghukuman kepada seluruh warga di 
Provinsi Papua dan Papua Barat. Jurnalis yang sedang 
melakukan tugas-tugas yang dimandatkan undang-undang 
menjadi terhambat. para penggugat yang menjalankan visi, misi, 
agenda juga menjadi terganggu. Sangat besar kemungkinan 
hakim, jaksa polisi yang sedang bekerja dan memenuhi tugas 
negara dalam penegakan hukum dan membutuhkan layanan 
data atau akses internet menjadi tidak bisa. Guru, murid, 
mahasiswa yang sedang melakukan rangkaian kegiatan 
pendidikan dan akademik yang membutuhkan layanan internet 
juga menjadi terganggu. 
 Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, para penggugat 
menuliskan permohonan/petitum kepada Majelis Hakim untuk 
mengeluarkan putusan yang amarnya meliputi:117 
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 
2. Menyatakan tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat 
I dan Tergugat II adalah perbuatan melanggar hukum oleh 
badan/atau pejabat pemerintahan, tindakan para tergugat a quo 
secara wewenang, prosedur, dan substansi. 
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam 
perkara ini. 




 Kemudian dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim, terdapat 
beberapa poin penting yang dapat diperhatikan untuk menyimpulkan 
permasalahan yang terjadi dimulai dari eksepsi tergugat yang ditolak oleh 
Majelis Hakim. Dinyatakan dalam eksepsi, bahwa yang menjadi objek 
gugatan sengketa ini tidak dapat diajukan ke PTUN dengan alasan negara 
dalam keadaan bahaya, padahal Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah 
memutuskan bahwa Papua dalam keadaan bahaya. Sehingga keadaan 
bahaya yang dimaksud oleh para tergugat tidak memenuhi syarat definisi 
yang diatur dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
1959. 
 Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat 
memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan dan/atau 
memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan 
pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan 
melanggar hukum berdasarkan ketentuan:118 
a. Pasal 1 angka 23, Pasal 40 ayat (2), (2a), (2b), serta Penjelasan 
Umum angka I alinea 9 UU ITE; 
b. Pasal 1 angka 17 UU 36/1999 tentang Telekomunikasi; 
c. Pasal 1 angka 35 PP 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Elektronik; dan 
d. Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden 54/2015 tentang Kementerian 
Komunikasi dan Informatika. 
Selain itu, Tergugat I dan Tergugat II juga memiliki kewenangan untuk 
melakukan pemutusan akses yang bukan hanya melanggar ketentuan 
hukum saja menurut ketentuan Pasal 13 dan Pasal 17 Peraturan Pengganti 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959. Sehingga pada pokoknya, menurut 
Majelis Hakim, objek sengketa tidak bertentangan dengan berbagai 
peraturan perundang-undangan dan AAUPB, yang baik oleh karena UUD 
1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya memberikan hak 
atas akses internet, namun hak tersebut dibatasi oleh peraturan 
perundang-undangan dan pembatasan tersebut memberikan pemerintah 




untuk melakukan tindakan pemerintah dalam rangka menjaga ketertiban 
umum dan keamanan negara.  
 Mengenai pembatasan terhadap hak atas akses internet, Majelis 
Hakim menarik kesimpulan bahwa pembatasannya harus memenuhi tiga 
syarat:119 
I. Pembatasan diatur dalam Undang-Undang; 
II. Memenuhi/sesuai dengan salah satu tujuan berikut: 
a) Moral 
b) Nilai-nilai agama; 
c) Keamanan; 
d) Kesusilaan; 
e) Ketertiban umum; dan/atau 
f) Kesehatan masyarakat. 
  dalam suatu masyarakat demokratis. 
III. Harus dapat dibuktikan bahwa pembatasan diperlukan secara 
proporsional. 
Terhadap syarat pertama, dinyatakan bahwa tidak ada kekosongan hukum 
terkait dengan objek gugatan yang dilakukan oleh para tergugat. Namun 
tindakan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan. Khususnya Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1959, karena keadaan bahaya darurat sipil tidak bisa dipersamakan 
dengan keadaan yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat dan UU 
ITE yang tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk 
melakukan pemutusan terhadap seluruh akses internet. 
 Selanjutnya syarat kedua telah terpenuhi dengan alasan keamanan 
dan ketertiban umum karena kerusuhan yang terjadi memang dipicu oleh 
penyebaran berita hoaks menurut keterangan saksi Irjen Polisi Drs. Rudolf 
Alberth Rodja yang pada saat itu menjabat sebagai Kapolda Papua dan 
saksi Samuel Abrijani Pangerapan yang menjabat sebagai Direktur Jenderal 
APlikasi Informatika. Namun dari aspek substansi, objek gugatan yang 
dilakukan oleh para tergugat tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak 
proporsional dalam suasana negara yang demokratis, pasalnya terdapat 




banyak kerugian yang ditimbulkan akibat dari kejadian ini. Sehingga dalam 
Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, Majelis Hakim mengabulkan 
gugatan para tergugat. 
 Bagi Majelis, internet adalah wahana yang bersifat netral dan yang 
menjadikan internet tidak netral pengguna dan penggunaannya. Jika 
terjadi penyalahgunaan internet melalui penyebarluasan konten atau 
muatan yang melanggar hukum, maka tindakan yang tepat pembatasan 
hak internet ditujukan hanya kepada pelaku dan muatan/konten yang 
dianggap melanggar hukum itu. Untuk itu, pemutusan secara keseluruhan 
terhadap jaringan internet akan menimbulkan dampak negatif yang lebih 
besar berupa terabaikannya hak-hak asasi lain yang dapat diwujudkan 
secara positif melalui internet. “Sebagaimana hak-hak asasi manusia lain, 
hak atas internet hanya dapat dilakukan pengurangan (derogation) melalui 
pemutusan terhadap jaringan internet apabila dalam keadaan 
bahaya/darurat negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” 
demikian bunyi pertimbangan Majelis. Majelis menilai tindakan Presiden RI 
yang tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya (omission) dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam kategori tindakan 
pemerintahan yang bertentangan dengan kewenangan dan kewajiban 
hukum Tergugat II sebelum menyetujui tindakan Tergugat I. Tindakan 
Presiden RI sebagai Tergugat II secara prosedur dan substansi 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.120 
 
4.2.3. Hak Menggunakan Internet Sebagai Derogable Rights 
 Sistem negara yang demokratis (democratic state), hak akses 
informasi atau jaminan atas akses publik terhadap informasi (public access 
to information), dan tata pemerintahan yang baik (good governance), 
merupakan tiga hal yang penting dalam sebuah negara. Saat menjalankan 
kehidupan bermasyarakat, hak untuk memperoleh informasi ini membawa 
pengaruh yang besar untuk memungkinkan masyarakat mengontrol 
langkah-langkah serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Negara 
                                                        
120 Ady Thea DA, 2020, Putusan Pembatasan Internet di Papua Harus Jadi Pedomen bagi 
Pemerintah (online). https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ed8e8daf1042/putusan-
pembatasan-internet-di-papua-harus-jadi-pedoman-bagi-pemerintah (16 April 2021). 
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Indonesia merupakan negara yang demokratis, sehingga dalam negara 
demokrasi, penyelenggaraan kekuasaan harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pertanggungjawaban yang baik 
bermuara pada jaminan Hak Asasi Manusia.121 
 Hakikatnya hak asasi manusia wajib dipenuhi (fulfill), dilindungi 
(protect), dan ditegakkan (enforced) oleh negara.122 Proses perkembangan 
HAM bermula dari timbulnya persoalan penindasan yang dialami manusia 
secara individu maupun kelompok yang dilakukan oleh individu atau 
kelompok lain, setelah korban menyadari adanya penindasan ini maka 
munculah penemuan hak, setelah proses penemuan hak maka muncul 
kembali pengakuan hak, tahap pengakuan hak adalah proses pemberian 
perlindungan HAM, karena esensi perlindungan HAM yang sesungguhnya 
ini ialah suatu respons dari adanya bentuk pelanggaran HAM. Lalu tahap 
selanjutnya ialah adanya pengkodifikasian hak, di mana prosesnya mulai  
terdapat aturan, kebijakan ataupun keputusan mengenai hak yang 
bentuknya tertulis dan sistematis guna menunjang proses pengakuan dan 
perlindungannya dengan memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga 
haknya terpenuhi.123 
 Terdapat beberapa jenis pelanggaran terhadap hak terkait internet 
(ditigal) yang seringkali atau sudah pernah dilakukan oleh beberapa pihak, 
diantaranya adalah: 
                                                        
121 Erfanto Sanaf, Warga & Negara, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara, 
Bandung, 2014, hlm 157 – 161. 
122 Osgar S. Matompo, Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif 
Keadaan Darurat, Jurnal Media Hukum, Volume 21, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm 60. 
123 Hesti Armiwulan (ed), Pelanggaran HAM dan Mekanisme Penanganannya, RUAS MEDIA, 
Yogyakarta, 2017, hlm 25. 
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Tabel 3.Pelanggaran Hak Digital.124 
 Namun kembali kita ketahui bahwa dalam HAM terdapat hak-hak yang 
dapat dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat yaitu disebut 
sebagai derogable rights, sedangkan yang tidak dapat dibatasi 
pemenuhannya yaitu disebut dengan non derogable rights.125 Perlindungan 
HAM ialah akses dari adanya demokrasi yang menjamin kebebasan 
berpolitik. Sedangkan HAM mengandung beberapa prinsip mengenai 
kebebasan berpendapat dan berpolitik. Agar masyarakat dianggap benar-
benar demokratis, maka di dalamnya harus terdapat perlindungan dengan 
derajat yang tinggi untuk menyampaikan ide-ide dalam bentuk yang 
terpublikasikan, baik itu mediumnya menggunakan surat kabar, majalah, 
pamflet, radio, televisi, atau yang paling mutakhir melalui media digital 
seperti internet.126 
 Menurut keterangan ahli Herlambang Perdana Wiratman, pada 
persidangan gugatan pembatasan akses internet, menyatakan bahwa 
pembatasan akses internet merupakan permasalahan internasional dan 
harus dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (3) ICCPR. Di mana pembatasan 
dapat dimungkinkan (permissible limitations) sejauh memenuhi standar 
hukum internasional, seperti secara prescribed by law (hukum yang telah 
ditentukan/diatur), legitimated aim (suatu pembatasan yang tujuannya 
haruslah terpenuhi dengan apa yang tercantum dalam berbagai teks 
instrumen hukum mengenai HAM), dan necessary (keperluan ini berkaitan 
                                                        
124 SAFEnet, Disrupsi Teknologi dan Perlindungan Hak Digital, makalah disajikan dalam 
Seminar Nasional Hak Konstitusional dan Demokrasi di Era Disrupsi melalui Zoom, Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya, Malang, 6 November 2020. 
125 Ayuk Hardani Dan Rahayu, Politik Hukum Perlindungan Non-Derogable Rights Pekerja 
Migran Indonesia Tidak Berdokumen, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Fakultas Hukum, 
Universitas Riau, Riau, 2019, hlm 118. 
126 Johnson, John W., Peran Media Bebas, Office of International Information Programs U.S. 
Department of State, 2001, hlm. 51., sebagaimana dikutip dalam Budiyono, (et.al) (eds), Hak 
Konstitusional : Tebaran Pemikiran dan Gagasan, AURA Publishing, Lampung, 2019, hlm 58. 
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dengan prinsip kebutuhan tiap-tiap warga negara).127 Bersamaan dengan 
ini dalam beberapa regulasi mengenai HAM dari sudut pandang hukum 
nasional/hukum positif menjelaskan pula bahwa pembatasan hak akses 
informasi termasuk pada derogable rights (hak yang dapat dibatasi 
pemenuhannya dalam keadaan darurat).128 
 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik memberikan 
kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan 
hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat yang esensial dan 
mengancam kehidupan suatu bangsa. Sebagaimana yang disebutkan 
dalam Pasal 4 Kovenan Hak Sipil dan Politik sebagai berikut: 
(1) In time of public emergency which threatens the life of the nation and 
the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the 
present Covenant may take measures derogating from their obligations 
under the present Covenant to the extent strictly required by the 
exigencies of the situation, provided that such measures are not 
inconsistent with their other obligations under international law and do 
not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, 
language, religion or social origin. 
(2) No derogation from articles 6, 7, 8 (paragraphs I and 2), 11, 15, 16 
and 18 may be made under this provision. 
Pasal 4 Kovenan Hak Sipil dan Politik di atas memberikan legalitas kepada 
pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia jika 
negara dalam keadaan darurat. Keadaan darurat (state of emergency) 
menurut Pengadilan Eropa untuk hak asasi manusia adalah situasi krisis 
yang luar biasa atau keadaan darurat yang mempengaruhi keseluruhan 
penduduk dan merupakan ancaman bagi kehidupan komunitas yang 
terorganisir.129 
                                                        
127 Safenet Voice, 2020, [Rilis Pers] Saksi Ahli: Tindakan Kemkominfo dan Presiden 
Langgar HAM dan Hukum Administrasi Negara (online), https//www.id.safenet.or.id.htm// 
(16 April 2021). 
128 Noviyanti, Sayid Muhammad Rifqi Noval, Ahmad Jamaludin, Pembatasan Akses Internet 
oleh Pemerintah saat Terjadi Unjuk Rasa dan Kerusuhan di Papua dan Papua Barat 
Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Logika, Volume 12, Universitas Kuningan, 
Kuningan, hlm 49. 
129 Nihal Jayawickrama, The Judicial Application of Human Rights Law National, Regional 
and International Jurisprudence, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, hlm 205. 
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 Keadaan darurat dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti 
penyebab yang timbul dari luar (eksternal) atau dari dalam negeri 
(internal). Ancamannya dapat berupa ancaman militer/bersenjata atau 
dapat pula tidak bersenjata seperti teror bom dan keadaan darurat lainnya, 
tetapi dapat menimbulkan korban jiwa, harta benda di kalangan warga 
negara yang mutlak harus dilindungi.130 Dalam kondisi negara tidak normal 
atau keadaan darurat, sistem hukum yang diterapkan harus menggunakan 
kekuasaan dan prosedur yang bersifat darurat lewat hukum keadaan 
darurat yang dapat mengesampingkan hukum dalam keadaan normal, 
tanpa harus mempengaruhi sistem-sistem pemerintahan yang demokratis 
yang dianut berdasarkan konstitusi. Dalam keadaan darurat yang 
mengancam kehidupan bangsa tersebut, konstitusi memberikan kekuasaan 
kepada kepala negara atau pemerintah untuk menilai dan menentukan 
negara dalam keadaan darurat.131 
 Judge David mengatakan:132 
“the government, within the constitution, has all the powers granted to it, 
which are necessary to preserve its existence ”. 
Hal ini senada dengan Beni Prasad yang mengatakan sebagai berikut:133 
“when face to face with dire adversity, government could do anything. The 
justification of it all is that abnormal times have an ethics of their own, 
appaddharma as it is called. It must be clearly understood, that in days of 
distress, all the ordinary rules of morality and custom are suspended”. 
Artinya tindakan pemerintah terhadap hak asasi manusia dalam keadaan 
darurat dapat dibenarkan demi tujuan pertahanan negara dan 
perlindungan masyarakat. Dalam pembatasan hak asasi manusia, terdapat 
dua syarat dasar yang perlu dipenuhi menurut Komite PBB tentang HAM 
dalam General Comment No 29 on Article 4 of ICCPR yaitu: 
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 “the situation must amount to a public emergency which threatens the life 
of the nation, and the State party must have officially proclaimed a state of 
emergency”. 
Keadaan darurat yang dimaksud harus berupa situasi yang mengancam 
kehidupan bangsa dan pemerintah diwajibkan untuk menyatakan secara 
resmi bahwa negara sedang dalam keadaan darurat. 
 Pembatasan dan pengurangan hak-hak asasi manusia yang diatur 
di dalam Kovenan Sipol diterjemahkan secara lebih detail di dalam Prinsip-
Prinsip Siracusa. Di dalam Prinsip ini disebutkan bahwa pembatasan hak 
tidak boleh membahayakan esensi hak. Semua klausul pembatasan harus 
ditafsirkan secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hak-hak. Semua 
pembatasan harus ditafsirkan secara jelas dan dalam konteks hak-hak 
tertentu yang terkait. Prinsip ini menegaskan bahwa pembatasan hak tidak 
boleh diberlakukan secara sewenang-wenang.134 Selain itu, Siracusa 
Principles juga menegaskan bahwa pembatasan yang dilaksanakan tidak 
boleh menghilangkan hak asasi seseorang. 
 Selain dalam Konvensi Internasional, keadaan darurat juga 
terlampir dalam peraturan perundang-undangan nasional, yaitu Peraturan 
Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan 
Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan "Regeling Po De 
Staat Van Oorlog En Beleg" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya”. Peraturan 
ini membenarkan adanya keterpaksaan diadakan perubahan dalam 
susunan, pembagian dan sifat kekuasaan negara serta dalam kedudukan 
negara terhadap penduduk negeri, agar dapat bertindak terhadap bahaya 
yang dihadapinya dengan kekuasaan-kekuasaan yang istimewa. Ini berarti, 
bahwa kemungkinan untuk menyimpang dari hukum objektif dapat 
diadakan, karena perangkaian kaidah yang ada menjadi amat rendah 
kedudukannya sebagai unsur dari keputusan untuk mengambil suatu 
tindakan terhadap unsur kenyataan-kenyataan yang mengancam negara, 
bahkan harus diterima pula, bahwa ada kalanya tindakan pemerintah 
hanya untuk mengatasi keadaan bahaya itu semata-mata atas dasar kaidah 
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darurat.135 Namun perlu dicermati bahwa keadaan darurat tersebut harus 
diumumkan oleh presiden sebelum dilakukannya penyimpangan terhadap 
hukum objektif yang ada. 
 Merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (3) ICCPR, pembatasan 
terhadap hak atas kebebasan berekspresi (termasuk internet), hanya dapat 
dilakukan apabila didasarkan pada undang‐undang dan penting untuk 
melindungi hak dan reputasi orang lain, serta untuk melindungi 
kepentingan nasional maupun tertib umum atau kesehatan dan moral 
masyarakat. Akan tetapi, rumusan syarat pembatasan ini masih bersifat 
umum dan memungkinkan adanya penafsiran yang luas. Oleh karena itu, 
dalam perkembangannya, prasyarat pembatasan ini diturunkan dalam 
batasan‐batasan yang lebih detail seperti tercantum dalam Prinsip‐Prinsip 
Siracusa dan Prinsip Johannesburg seperti terlihat dalam tabel berikut 
ini:136 
Syarat Keterangan 
Diatur Melalui UU ● Didasarkan pada UU 
● Implementasi UU harus sejalan 
dengan Kovenan 
● Kovenan berlaku saat pembatasan 
dilakukan 
Dalam Suatu Masyarakat Yang Demokratis Negara harus membuktikan pembatasan 
tidak mengganggu berfungsinya masyarakat 
yang demokratis, yakni yang mengakui dan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia, 
sebagaimana tercantum di dalam Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). 
Tertib Umum ● Sejumlah norma yang menjamin 
berfungsinya masyarakat 
● Norma-norma yang melandasi 
pembentukan masyarakat 
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● Harus ditafsirkan dalam konteks 
tujuan suatu hak asasi tertentu 
● Lembaga negara pemilik otoritas 
menjaga tertib umum dalam 
melaksanakan wewenangnya 
tunduk pada pengawasan 
parlemen, pengadilan, atau badan 
lain yang kompeten. 
Kesehatan Masyarakat 4.2.4. Ancaman terhadap kesehatan 
populasi atau anggota populasi 
4.2.5. Bertujuan khusus untuk mencegah 
penyakit atau luka atau 
menyediakan perawatan bagi yang 
sakit atau terluka 
Moral Publik ● Kewenangan melakukan diskresi 
● Dapat membuktikan bahwa 
pembatasan penting untuk 
menjaga penghormatan pada nilai-
nilai fundamental masyarakat 
● Tidak mengimpai prinsip non-
diskriminasi 
Keamanan Nasional ● Bila terkait dengan eksistensi 
bangsa, integritas teritorial dan 
politik, atau kemerdekaan 
● Tidak bisa diterapkan pada 
ancaman yang bersifat lokal atau 
ancaman yang relatif terisolasi 
terhadap hukum dan tata tertib 
● Tidak dapat dipergunakan sebagai 
alasan pembenar dalam upaya 
menekan oposisi atau perlawanan 
terhadap represi negara 
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Keamanan Publik ● Ancaman terhadap keamanan, 
nyawa, dan keutuhan fisik, atau 
kerusakan serius atas kepemilikan 
● Tidak dapat diterapkan pada 
pembatasan yang kabur dan 
sewenang-wenang 
● Hanya bisa diterapkan bila 
terhadap perlindungan yang 
memadai dan mekanisme 
pemulihan yang efektif 
Hak Dan Kebebasan Dari Pihak Lain ● Tidak dapat dipergunakan untuk 
melindungi negara dan pejabat 
negara dari kritik dan opini publik 
● Bila terdapat konflik antar hak, 
pilihan utama diberikan pada hak 
yang bersifat paling fundamental 
dan tidak dapat dikurangi dalam 
situasi apapun (non-derogable-
rights) 
 Tabel 4. Batasan‐Batasan Yang Tercantum Dalam Prinsip Siracusa dan Prinsip 
Johannesburg 
 
4.2.4. Pembatasan Hak Konstitusional Menggunakan Internet 
 Melalui Pendekatan Kekuasaan 
 Hukum administrasi negara telah berkembang baik dalam 
peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik. Perkembangan itu 
antara lain dapat dilihat pada keputusan pejabat pemerintah yang dapat 
digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). UU No. 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna Keputusan 
Tata Usaha Negara.137 Dalam praktiknya putusan kasus pemutusan internet 
di Papua telah memperlihatkan perluasan yang lebih nyata. Kasus tersebut 
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memperlihatkan tindakan faktual (nyata) pejabat negara menjadi objek 
yang dapat diuji oleh hakim PTUN. Tindakan faktual yang tidak didasarkan 
pada suatu keputusan yang bersifat konkrit, individual, dan final dapat 
digugat ke PTUN. 
 Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 2014 menegaskan tindakan 
administrasi pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau 
penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan 
perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pejabat 
pemerintahan tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang. Dalam 
perspektif Hukum Administrasi Negara, instrumen pembatasan tindakan 
pemerintah adalah doelmatigheid, rechtmatigheid, wetmatigheid, diskresi, 
dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). 
 Doelmatigheid pada prinsipnya bertujuan untuk pemberian 
wewenang, rechtmatigheid bermakna keputusan pemerintah tidak boleh 
melanggar hukum, dan wetmatigheid bermakna keputusan diambil 
berdasarkan suatu undang-undang. Adapun diskresi mengandung makna 
pejabat tidak boleh mengambil keputusan dengan alasan tidak ada 
peraturannya. Pejabat negara diberi kebebasan untuk mengambil 
keputusan sepanjang tidak melanggar asas yuridikitas dan legalitas. AAUPB 
berkaitan dengan asas prosedur dalam pengambilan keputusan, dan 
kebenaran fakta yang dijadikan dasar pengambilan keputusan.138 
 Terkait pemutusan internet di Papua, Putusan PTUN terhadap 
tindakan pemerintahan sebagai objek PTUN memiliki dasar tindakan atas 
kekuasaan yang dimiliki, bukan melalui sebuah hukum yang biasanya 
berupa keputusan. Kelemahan dari objek tindakan pemerintahan ini adalah 
tidak adanya dasar hukum yang kuat yang bersifat konkrit. Tindakan yang 
dilakukan menggunakan pendekatan kekuasaan  berkaitan dengan 
wewenang yang diberikan menurut undang-undang berdasarkan asas 
legalitas atau asas rechtmatigheid. Pendekatan demikian menentukan 




kontrol atau pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan 
pemerintahan.139 
 Presiden Joko Widodo sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan 
dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Menteri Komunikasi dan 
Informatika yang membidangi urusan komunikasi di bidang pemerintahan, 
tindakan tersebut terkoordinasi dan tersinkronisasi dalam melaksanakan 
tugas pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) 
UUD 1945. Kekuasaan pemerintahan yang sangat luas bidang cakupannya, 
menimbulkan peluang yang sangat besar untuk terjadinya tindakan diskresi 
oleh pemerintah melalui kekuasaan regulasi (delegated regulation), dengan 
keputusan pemerintah (Keputusan Tata Usaha Negara)/KTUN), dengan 
tindakan faktual, tindakan polisionil dan penegakan hukum, pengenaan 
sanksi administrasi, dan lain-lain. Apabila terdapat penyimpangan atau 
pelanggaran terhadap penggunaan kekuasaan oleh pemerintah, maka 
tanggung jawab negara dilakukan atas dasar asas legalitas atau asas 
rechtmatigheid, baik secara formal yang berkaitan dengan wewenang dan 
prosedur, maupun secara substansial/material yang berkaitan dengan 
tujuan.140 
 Pembatasan akses internet yang dilakukan oleh pemerintah, 
seharusnya tidak dilakukan melalui pendekatan kekuasaan. Apalagi negara 
hukum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 
adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan 
kebenaran dan keadilan, dimana di dalamnya tidak ada kekuasaan yang 
tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dipertegas dalam Penjelasan 
UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas 
hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka 
(machtsstaat).”141 Walaupun Presiden Republik Indonesia bersama dengan 
Menteri Komunikasi dan Informatika memiliki kekuasaan untuk 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan 
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informatika, namun selayaknya pembatasan yang dilakukan tidak boleh 
melanggar hukum dan harus berlandaskan hukum yang ada, bukan hanya 
atas kekuasaan yang dimiliki saja. 
 
4.2.5. Pembatasan Hak Konstitusional Menggunakan Internet 
 Pasca Penetapan Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-
 JKT  
 Apabila kita lihat dari kasus pemutusan internet yang terjadi di 
Papua, tentunya tindakan pemerintah tidak sesuai dengan peraturan 
keadaan darurat negara, sehingga Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-
JKT menetapkan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. 
Putusan ini menunjukan adanya problematika yang serius mengenai 
kebijakan pembatasan akses internet oleh pemerintah. Perbuatan 
melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah ini diterbitkan tanpa 
adanya dasar hukum yang jelas. Putusan ini diharapkan dapat menjadi 
pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan kedepannya. Lalu 
kebijakan juga tidak boleh diambil atas kepentingan segelintir orang, tetapi 
harus atas kepentingan bangsa dan negara. Sehingga harapannya 
kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapatan melalui ruang siber 
dapat lebih terjamin. 
 Hingga saat ini, setelah dikeluarkannya Putusan Nomor 
230/G/TF/2019/PTUN-JKT, pembatasan hak konstitusional warga negara 
dalam penggunaan internet masih dalam situasi yang rentan. Pasalnya, UU 
ITE belum juga direvisi.  Pemerintah melalui Pasal 40 ayat 2b UU ITE masih 
memiliki wewenang untuk menilai dan memutuskan secara sepihak apakah 
suatu informasi elektronik melanggar hukum atau tidak tanpa proses 
peradilan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) telah 
meminta pemerintah memprioritaskan revisi UU ITE. Hal ini 
dilatarbelakangi dengan banyaknya pelanggaran atas kebebasan 
berpendapat dan berekspresi sepanjang 2020. 
 Berdasarkan data YLBHI, pelanggaran kebebasan berpendapat dan 
berekspresi tersebar di sejumlah wilayah, seperti Sumatera Utara, 
Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung. Selain itu, juga di Riau, 
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Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Sulawesi 
Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua. Lebih rinci, terdapat pelanggaran hak 
berekspresi atau berpendapat secara lisan sebanyak 26 persen, 
pelanggaran hak menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa mencapai 25 
persen, dan pelanggaran hak berekspresi atau berpendapat secara digital 
sebanyak 17 persen. Tercatat pula pelanggaran hak mencari dan 
menyampaikan informasi sebanyak 16 persen dan pelanggaran terhadap 
data pribadi sebesar 16 persen.142 
 Berbagai pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi ini 
berakar dari sejumlah kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi dan 
Undang-Undang. Seperti Surat Telegram Kapolri Nomor 
STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020 untuk menghadapi 
aksi penolakan Omnibus Law Cipta dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 
kementerian dan lembaga terkait penanganan radikalisme dan penguatan 
wawasan kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rawan 
disalahgunakan karena hingga saat ini isu radikalisme tidak memiliki definisi 
yang konkrit. Hal tersebut diperparah dengan adanya diskriminasi 
penegakan hukum dan buruknya hukum acara pidana Indonesia, sehingga 
tak sedikit lembaga yang memotret indeks demokrasi di Indonesia merosot 
tajam.143 
 Selain UU ITE, pembatasan hak konstitusional warga negara dalam 
penggunaan internet juga dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan 
Informasi (Kominfo) melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan 
Negatif dengan cara pemblokiran konten maupun situs internet. 
Kementerian Komunikasi dan Informasi melakukan take down terhadap 
konten internet yang melanggar hukum. Pada awal 2021 ini Kominfo telah 
men-take down 360 unggahan yang melanggar hukum. Sementara itu, 
sepanjang 2020, Kominfo telah melakukan take down terhadap 2.859 
                                                        
142 Achmad Nasrudin Yahya, 2021, YLBHI: Revisi UU ITE Seharusnya Jadi Prioritas (online),  
https://nasional.kompas.com/read/2021/02/17/17385001/ylbhi-revisi-uu-ite-seharusnya-jadi-
prioritas?page=all (20 Maret 2021). 
143 Mela Arnani, 2021, Menilik UU ITE di Indonesia, Pernah Direvisi pada 2016 hingga soal 
Pasal Karet (online), https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/18/120600365/menilik-uu-ite-
di-indonesia-pernah-direvisi-pada-2016-hingga-soal-pasal?page=all (27 Maret 2021). 
110 
 
konten yang melanggar kekayaan intelektual. Lebih lanjut Kominfo bekerja 
sama dengan Bareskrim Polri untuk mengatasi kasus penyebaran hoaks di 
internet. Adapun penyebar atau pembuat kasus hoaks akan ditangani pihak 
kepolisian, sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika akan 
menangani konten hoaks di internet.144 
 Tindakan pemblokiran konten internet memang selalu menuai pro 
dan kontra. Pihak yang mendukung sering kali mengedepankan alasan 
moralitas, agama, dan keamanan nasional. Adapun yang menolak lebih 
menekankan argumentasi lemahnya formulasi hukum yang ada, serta 
praktik pemblokiran yang secara teknis telah cacat di awal karena 
dampaknya yang lebih luas daripada sasaran yang hendak dituju. 
Pemblokiran konten merupakan bagian dari pembatasan hak (hak atas 
informasi, berpendapat, dan ekspresi), oleh karena itu berdasarkan Pasal 
28J Ayat (2) UUD 1945 dan hukum internasional hak asasi manusia, 
ketentuan pembatasan termasuk prosedurnya harus diatur dalam format 
undang-undang, bukan hanya sebatas Peraturan Menteri saja. 
 Selain mengedepankan pendidikan publik dalam pemanfaatan 
teknologi internet, ruang untuk memperbaiki pengaturan mengenai 
pemblokiran konten sebenarnya saat ini terbuka luas, bersamaan dengan 
proses amandemen UU ITE yang tengah dibahas bersama antara DPR dan 
pemerintah. Semestinya, kesempatan ini bisa digunakan untuk 
menambahkan satu bab khusus dalam UU ITE tentang penanganan konten 
internet. Bab tersebut materinya dapat mengatur mengenai:  
a. jenis/kategori konten yang dapat diblokir;  
b. prosedur dilakukannya pemblokiran yang sejalan dengan prinsip 
pembatasan hak asasi manusia;  
c. badan independen yang diberikan wewenang untuk melakukan 
sehingga memastikan adanya due process of law; serta  
d. pemulihan yang disediakan jika terjadi kesalahan. 
 Dengan bersandar pada alasan ketertiban umum, moral/kesehatan publik, 
keamanan nasional, serta hak dan reputasi orang lain, pemblokiran konten 
                                                        





internet dapat dilakukan tanpa melanggar aturan pembatasan hak asasi 
manusia. Namun, prosesnya harus sepenuhnya mengacu pada prinsip 
pembatasan hak, yakni diatur oleh hukum, untuk tujuan yang sah, dan 
dilakukan secara proporsional. Prinsip ini dimaksudkan untuk memastikan 
tidak dilanggarnya hak asasi warga negara. Bangsa ini tentunya tidak ingin 
kembali menjadi bangsa tertutup, yang secara ketat dan sewenang-
wenang mengatur informasi yang dapat diakses oleh warganya. Internet 
sendiri bukanlah suatu instrumen kejahatan yang harus dikhawatirkan, 
melainkan sarana yang melahirkan banyak inovasi dan kesempatan. Oleh 
karena itu, negara harus menyiapkan formulasi regulasi yang tepat untuk 
mengatur pemanfaatannya.145 
 Karena sampai saat ini, setelah diputusnya Putusan Nomor 
230/G/TF/2019/PTUN-JKT, situasi hak asasi manusia yang terjadi di 
Indonesia banyak yang terancam dengan pendekatan keamanan yang 
berlebihan dalam merespon pandemi COVID-19, seperti pemaksaan 
agenda sektor ekonomi dan serangkaian kebijakan publik lainnya yang 
berdampak negatif kepada hak asasi manusia. Jumlah orang yang dihukum 
karena dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap pemerintah 
atau menyebarkan berita bohong meningkat. Terjadi banyak intimidasi 
kepada mahasiswa, akademisi, jurnalis dan aktivis yang mengkritik 
pemerintah atau mengangkat isu-isu politik yang sensitif seperti 
pelanggaran HAM di Papua. Bentuk intimidasi termasuk pencurian 
kredensial akun media sosial, intimidasi digital, kriminalisasi dan ancaman 
kekerasan fisik. Penerapan sewenang-wenang atas Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) menjadi salah satu ancaman terbesar kebebasan 
berekspresi. 
 Pandemi COVID-19 juga membuat orang-orang yang mengkritik 
penanganan pandemi banyak mengalami intimidasi dan kriminalisasi. 
Menurut pemantauan Amnesty International Indonesia, sebuah organisasi 
non-pemerintah, setidaknya ada 49 kasus dengan 57 orang dijadikan 
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https://elsam.or.id/problematika-blokir-internet/ (30 Maret 2021). 
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tersangka karena dituduh menyebarkan berita bohong dan menghina 
pejabat pemerintah terkait COVID-19 sepanjang tahun 2020. Angka ini 
termasuk kasus Pandu Riono, seorang epidemiolog dari Universitas 
Indonesia, yang akun media sosialnya diretas oleh pihak yang tidak dikenal 
pada bulan Agustus 2020. Pandu dikenal sebagai seseorang kerap 
mengkritisi kebijakan dan aturan pemerintah terkait penanganan pandemi 
COVID-19 yang melibatkan aktor keamanan. Ancaman terhadap 
kebebasan berekspresi tidak hanya terjadi terkait pandemi COVID-19. 
Tetapi juga terkait kebijakan pemerintah yang mengatasnamakan 
pembangunan ekonomi. Yang paling menonjol adalah kebijakan 
pemerintah yang memaksakan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. 
Sepanjang 2020, banyak aktivis, jurnalis, akademisi, mahasiswa dan 
masyarakat yang mengalami pembungkaman, intimidasi, dan kriminalisasi 
saat menggunakan haknya untuk mengungkapkan pendapatnya secara 
damai. Amnesty International Indonesia mencatat, setidaknya terdapat 101 
kasus pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dengan menggunakan 
UU ITE sepanjang 2020, jumlah terbanyak dalam enam tahun terakhir, 
sebagaimana terlihat dalam grafik berikut: 
 
Gambar 15.Grafik Penggunaan UU ITE146  
                                                        
146 Amnesty International, 2020, Tahun 2020 adalah Tahun Pelemahan Perlindungan Hak 
Asasi Manusia (online), 1 April 2021). 
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 Angka tersebut termasuk serangan digital, ancaman dari 
kriminalisasi, termasuk terhadap jurnalis. Aliansi Jurnalis Independen 
mencatat setidaknya ada 56 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang 
mendokumentasikan protes penolakan terhadap UU Cipta Kerja antara 
tanggal 7 dan 21 Oktober 2020. Media independen yang memajukan 
keberagaman gender seperti Magdalene.co dan Konde.co juga menjadi 
korban serangan digital yang membuat pemberitaan mereka sempat tidak 
bisa diakses. Website Magdalene.co lumpuh akibat serangan DDoS 
(distributed denial-of-service) atau penolakan layanan secara terdistribusi 
yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada 
server, sistem, atau jaringan sampai dengan komputer target tidak bisa 
diakses. Seorang jurnalisnya pun menerima serangan secara pribadi 
melalui media sosial. 
 “Serangan seperti ini, terlepas dari motivasinya, akan merusak 
kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, membuat ruang diskusi dan 
dialog menjadi lebih sempit dan pada akhirnya menutup kesempatan bagi 
media alternatif untuk berkembang,” kata pengasuh situs Magdalene.co. 
Sementara akun Twitter Konde.co diretas sehingga redaksi Konde.co 
kehilangan akses terhadap akun tersebut. Setidaknya ada 60 kasus 
serangan dan intimidasi digital yang dialami organisasi, aktivis, jurnalis dan 
akademisi per 30 November 2020.147 
 Pada bulan Mei 2021 ini, Papua menghadapi kejadian putusnya 
jaringan internet kembali, tepat setelah pemerintah menyatakan bahwa 
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua adalah organisasi teroris. 
Pemerintah pusat menyebutkan bahwa putusnya jaringan internet 
disebabkan oleh kabel bawah laut penyambung sistem data komunikasi 
yang rusak akibat faktor alam. Tetapi menurut pakar geoteknologi, 
kerusakan semacam itu seharusnya dipicu oleh gempa bumi berskala 
besar, minimal 7 magnitudo. Padahal BMKG sebagai Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika tidak mencatat adanya satupun gempa masif di 
sekitar Papua dalam kurun waktu dua bulan sebelum jaringan internet 
terputus. Tim AJI-SAFEnet-LBH Pers mendapatkan pernyataan yang tidak 




konsisten di media mengenai penyebab matinya internet, mulai dari 
gempa, pergeseran lempeng bumi hingga arus laut. Sayang penjelasan 
tersebut tidak disertai bukti kuat.148 Maka dari itu dicurigai bahwa tindakan 
pemutusan ini merupakan ulah pemerintah pusat yang dilakukan demi 
meredam situasi di Papua. Tetapi kecurigaan adanya tindakan pemutusan 
masih merupakan indikasi. Karena masih belum ada putusan pengadilan 
berkekuatan hukum yang mengatakan bahwa putusnya jaringan internet 
pada Mei 2021 lalu merupakan akibat dari pemutusan yang dilakukan oleh 
pemerintah pusat. 
 Meskipun Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT telah 
memberikan kekuatan hukum untuk melindungi masyarakat dari kebijakan 
pemerintah yang dapat merugikan, khususnya dalam hal pemutusan 
jaringan internet, agar hal serupa tidak lagi terjadi di masa yang akan 
datang. Namun dalam hal hak konstitusional menggunakan internet, masih 
banyak peraturan perundang-undangan yang perlu untuk diperbaiki lagi 
agar tindakan-tindakan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah 
terhadap hak konstitusional warga negara dalam penggunaan internet 
dapat lebih terjamin dengan aman dan jelas.  
 
  
                                                        
148 Safenet Voice, 2021, [Rilis Bersama] AJI, SAFEnet, LBH Pers: Matinya Internet di 
Jayapura Hambat Kebebasan Pers dan Pemenuhan Hak atas Informasi (online), 
https://id.safenet.or.id/2021/05/rilis-bersama-aji-safenet-lbh-pers-matinya-internet-di-jayapura-





5.1.  Kesimpulan 
1. Bahwa tanggung jawab negara terhadap pembatasan penggunaan 
internet di Indonesia dimulai dengan membentuk berbagai 
instrumen hukum, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, TAP MPR No. XVII/MPR/1998, Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 
ICCPR, dan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan hak 
menggunakan internet. Oleh karena jaminan-jaminan yang 
diberikan oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, maka timbullah kewajiban negara untuk bertanggung 
jawab menghormati, melindungi, dan memenuhi jaminan hak 
tersebut. Sehingga negara berkewajiban untuk melindungi warga 
negaranya dengan mencegah hal-hal yang diperhitungkan dapat 
terjadi untuk merampas hak-haknya dan apabila terjadi 
pelanggaran atas hak menggunakan internet warga negara, 
pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pemulihan atas 
kerugian yang ditimbulkan. Meskipun dalam hak menggunakan 
internet, pembatasan masih dapat dilakukan oleh negara, namun 
pembatasan harus berlandaskan hukum dan melalui due process of 
law. Jadi tanggung jawab negara Indonesia terhadap pembatasan 
penggunaan internet telah diatur melalui berbagai peraturan 
perundang-undangan yang menjadi dasar bagi negara sebagai 
pemangku kewajiban untuk melakukan tindakan agar terhindar dari 
tindakan kesewenang-wenangan. 
2. Bahwa pembatasan hak konstitusional warga negara dalam 
penggunaan internet pasca penetapan Putusan Nomor 
230/G/TF/2019/PTUN-JKT masih dalam situasi yang rentan. Hal ini 
dikarenakan masih banyaknya masalah dalam peraturan 
perundang-undangan yang terkait. penyaringan yang diatur dalam 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 
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2014. Padahal Menteri Komunikasi dan Informatika tidak memiliki 
kewenangan yang eksplisit dan spesifik mengenai pembatasan hak 
menggunakan internet. Maka dari itu seharusnya pembatasan 
dilakukan atas dasar Undang-Undang bukan melalui Peraturan 
Menteri. Belum lagi rumusan porrnografi dalam Undang-Undang 
Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang bersifat karet dan 
lentur, memungkinkan praktik multitafsir berlangsung. Banyaknya 
kasus pelanggaran atas pembatasan hak menggunakan internet 
juga dilatarbelakangi oleh Pasal 40 ayat 2b UU ITE yang masih 
memberikan kewenangan terhadap pemerintah untuk menilai 
secara tanpa proses peradilan. Bahkan praktik pemblokiran dan 
penyaringan dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebenarnya 
belum dilandasi ketentuan yang secara detail mengatur mengenai 
mekanisme dan tata caranya. Oleh karena itu, pemerintah sampai 
saat ini masih belum bertanggung jawab sepenuhnya atas jaminan 
hak menggunakan internet. Pembatasan ini dilakukan karena 
negara memang memiliki keinginan membatasi hak tersebut untuk 
mempertahankan eksistensinya. Wujud pembatasan ini meskipun 
diperbolehkan, seyogyanya harus tetap berlandaskan hukum 
pembatasan hak asasi manusia yang ditentukan oleh konstitusi 
maupun instrumen internasional.  
 
5.2.  Saran 
 Penetrasi internet yang sangat masif diikuti dengan peraturan 
perundang-undangan yang masih belum tanggap terhadap perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan masalah yang sedang terjadi 
di negara kita. Sebab itu, diperlukan terobosan untuk mengatasi masalah-
masalah tersebut yang dapat dilakukan oleh sebagai berikut. 
1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 
Penentuan arah kebijakan dalam merespon perkembangan 
penggunaan internet yang dilakukan oleh pemerintah melalui 
Kementerian Komunikasi dan Informatika masing terbilang 
gamang. Sesuai dengan fakta yang ada, dibutuhkan ekosistem 
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internet yang terjamin perlindungan hak asasi warga negaranya. 
Dalam mencapai hal tersebut, perlu adanya perubahan mengenai 
tata kelola konten internet. Model tata kelola internet wajib merujuk 
kepada standar hak asasi manusia yang telah dijamin dalam produk 
hukum internasional. Hal ini karena internet adalah instrumen yang 
sangat penting dalam pemenuhan hak asasi manusia. Kebijakan 
tata kelola konten internet juga harus dievaluasi oleh Kementerian 
Komunikasi dan Informatika.  Setidaknya peraturan mengenai tata 
kelola internet juga harus mengandung unsur-unsur berikut: 
a) Batasan klasifikasi yang jelas mengenai konten internet; 
b) Kontrol terhadap informasi internet, beserta dengan peran-
peran pengawasan; 
c) Mekanisme tata kelola internet yang konkrit; 
d) Posisi peran perantara dalam mengelola informasi internet; 
e) Perlindungan untuk kelompok rentan, dan 
f) Mekanisme pemulihan ketika pelanggaran terjadi. 
2. Dewan Perwakilan Rakyat 
Dalam menyusun regulasi untuk mengendalikan konten internet, 
Dewan Perwakilan rakyat melalui fungsinya sebagai legislatif 
seluruhnya harus sesuai dan sepadan dengan sepadan dengan 
jaminan yang melindungi hak asasi manusia, terutama yang terkait 
dengan hak untuk menggunakan internet, termasuk hak atas 
kebebasan berekspresi, berpendapat, dan mengakses informasi. 
Dewan Perwakilan Rakyat dalam konteks ini, perlu melakukan 
langkah-langkah berikut: 
1) Meninjau semua Undang-Undang yang berkaitan dengan 
penggunaan internet; 
2) Memberikan konsep yang lebih jelas tentang definisi dan 
ruang lingkup konten internet melalui mekanisme 
akuntabilitas; 
3) Menetapkan peraturan terkait lembaga yang mengatur, 
memantau, dan mengontrol tata kelola internet, termasuk 




4) Membuat peraturan mengenai keamanan data pribadi.  
3. Pegiat Hak Asasi Manusia 
Mengingat banyaknya kasus pembatasan hak penggunaan internet 
yang meningkat dikarenakan peraturan perundang-undangan yang 
masih bermasalah. Diharapkan bagi pegiat hak asasi manusia yang 
berjuang untuk menegakan keadilan, khususnya dalam jaminan 
hak berekspresi, menyampaikan pendapat, serta memperoleh 
informasi yang saat ini banyak dilakukan melalui media internet, 
untuk mendorong terus pemerintah agar memprioritaskan revisi 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata kelola 
internet. Sehingga jaminan hak terhadap penggunaan internet 
dapat terlindungi dan terpenuhi. 
4. Masyarakat 
Masyarakat Indonesia perlu memahami bagaimana hukum positif 
yang berlaku dapat memengaruhi hak asasi manusia yang dimiliki. 
Selain itu, gunakanlah internet secara bijak. Walaupun sudah 
menjadi hak kita sebagai warga negara untuk berekspresi dan 
berpendapat. Namun negara masih memiliki kewenangan untuk 
membatasi hak tersebut. Oleh karena itu, tetap berhati-hati dalam 
menggunakan internet, dan pergunakanlah hak yang kita miliki 
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